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ABSTRAK

PENGELUARAN PEMERINTAH DI INDONESIA 2005-2013 DALAM
TINJAUAN EKONOMI ISLAM

Yuli Andriansyah
09913083

Penelitian ini didasari oleh masih terbatasnya kajian fiskal di Indonesia yang
berdasarkan pada tinjauan ekonomi Islam. Padahal kebijakan fiskal merupakan
bagian penting dari kebijakan ekonomi dalam suatu negara yang dampaknya
dirasakan oleh seluruh rakyat. Selain itu, terdapat pula permasalahan fiskal
internasional terutama dalam masalah pengeluaran pemerintah yang merupakan
momentumn bagi ekonomi Islam untuk berkontribusi. Untuk itu, penelitian ini
menganalisis pengeluaran pemerintah di Indonesia berdasarkan jenis, fungsi dan
transfer ke daerah berdasarkan tinjauan’ ekenomi Islam. Data yang digunakan
adalah data-data pengeluaran pemerintah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis,
fungsi dan transfer ke daerah. Data'ini merupakan data sekunder yang diperoleh
dari nota keuangan dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Republik
Indonesia dari tahun 2005-2013. Mengingat-pengeluaran pemerintah merupakan
bagian dari instrumen kebijakan fiskal, maka kerangka teori yang digunakan
mencakup teori kebijakan fiskal dalam Islam dan teori pengeluaran pemerintah
dalam Islam. Selain ituy) juga\digtnakan &erargka\teori desentralisasi dari
pengembangan konsep madina dan baladiya. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa secara umum pengeluaran | pemerintahl di Indonesia telah sesuai
peruntukannya dengan pengeluaran-pengeluaran  dalam ekonomi  Islam.
Pengeluaran pemerintah di Inddnesia telal ‘diarahKai \untuk memenuhi fungsi-
fungsi pemerintahan yang diajarkan dalam Islam baik yang secara langsung
tersebut dalam Alquran dan Sunah ataupun yang melalui hasil ijtihad kontemporer
maupun yang sesuali dengan kehendak rakyat melalui mekanisme demokrasi.
Namun demikian, pengeluaran pemerintah di Indonesia masih perlu terus
dikembangkan dan diawasi agar mampu memberikan manfaat pada pencapaian
tujuan nasional, terutama pada aspek kesejahteraan sosial dan pendidikan, secara
maksimal.

Kata kunci: pengeluaran pemerintah, ekonomi Islam, desentralisasi fiskal, otonomi
daerah
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ABSTRACT

GOVERNMENT SPENDING IN INDONESIA 2005-2013
FROM ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

Yuli Andriansyah
09913083

This research was based on a fact that research on fiscal policy in Indonesia in
relation to Islamic economic perspective is very limited. Whereas fiscal policy is
an important part in national economic policy which impact people. Besides,
current international issue in fiscal policy also open a chance for Islamic
economics to provide a better solution especially in term of government spending.
For these reasons, this research is aimed to analyze government spending in
Indonesia based on its types, functions, and transfer to local government
according to Islamic economic ,perspective.~Data used in this research are
government spending classified based on type, function, and transfer to local
government. Such data are secondary onecCcollected from financial note of
government and national budgetoandespending on Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) of Republic of Indonesia from several years. Since
government spending was part| “of fiscal policy instrument, the theoretical
framework used in this research includes fiscal policy, government spending, and
decentralization theories in Islamic’economic perspective. The results suggest that
government spending in Indonesia generally has been in line with spending
proposed by Islamic economiic perspectives.~Government-spending in Indonesia
has been aimed to meet the functions suggested by Islamic teachings originally
mentioned in Holy Koran or Hadith as well as derived from the two sources by
contemporary ijtihad or based on what people in Indonesia ask to the government
according to political and democratic mechanismhadopted. However, government
spending in Indonesia needs always improvement and control to ensure its
capacity in achieving national purposes especially in terms of social welfare and
education.

Keywords: government spending, Islamic economics, fiscal decentralization, local
autonomy
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik terkait masih
terbatasnya kajian di bidang fiskal Islam sekaligus harapan akan munculnya
kontribusi ekonomi Islam dalam bidang kebijakan fiskal di Indonesia maupun
dunia. Kegelisahan akademik terkait keterbatasan kajian di bidang fiskal antara
lain tercermin dalam kajian Mugqorobin terhadap koleksi literatur ekonomi Islam
di Perpustakaan Universitas Anfar \Bangsa ‘Malaysia (International Islamic
University Malaysia) antara tahum 1994-2005;- yang terdiri dari 1.830 literatur
berbahasa Arab, 2.593 dalam Bahasa Inggris, 189 Melayu (termasuk Indonesia),
dan 16 dalam bahasa lain pyaitu, Prafcisy Urdt dam TurkiCla menemukan bahwa
20,75% kajian difokuskan pdda- bidang, perbankan, 19,28% pada bidang
keuangan, 18,91% pada teoridan metodelogr. Kebijdkan fiskal berada di posisi
keempat dengan jumlah kajian mencapai 7,71%."

Kajian terkait perbankan dan keuangan dengan demikian mencakup
hampir 40% kajian ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan keselarasan dengan

booming pertumbuhan bank dan lembaga keuangan syariah bescrta produk-

' Masyhudi Mugorobin. “Journey of Islamic Economics in the Modern World”, Makalah
dipresentasikan pada 7th International Conference on Islamic Economics: 30 Years of Rescarch
in Islamic Economics, 1-3 April 2008 M/24-26 Rabiul Aawal 1429 H, di King Abdul Aziz
Unuversity, Jeddah, Saudi Arabia.



%)

produk yang berkaitan dengannya.” Hasil yang kurang lebih serupa juga akan
ditemui pada penelusuran kajian dengan database internasional. JISTOR misalnya
hanya mencakup 17 judul artikel yang mengandung unsur “fiscal policy™ dan
“Islam” antara tahun 2006-2012. Sedangkan untuk kata kunci “Islamic bank™
terdapat 2.526 artikel untuk tahun yang sama. Kata “Islamic finance™ bahkan
menghasilkan 16.238 artikel yang menandakan banyaknya kajian di dua bidang
terakhir dibandingkan yang pertama.’

Emerald Insight menyimpan 164 data untuk pencarian “fiscal policy™ dan
“Islam”. Adapun untuk “Islamic bank™, terdapat|1.039 artikel dan 6 studi kasus.
Sedangkan untuk “Islamic finance)jumlahnya mencapai 1.446 artikel dan 8 studi
kasus.® Penelusuran pada ScienceDirect luntuk’durasi yang sama bahkan tidak
memunculkan hasil untuk “fiscal policy” dan 7Islam™. Hal ini akan berbeda ketika
yang digunakan adalah {‘Islamic bank~dap~“Islami¢ finance™ yang masing-
masing menghasilkan 24 dan 26 drtikel.” Hal inismelengkapi temuan Masyhudi
Mugorobin di atas sekaligus, menandakan [masili terbatasnya kajian di bidang

fiskal.

2 Masyhudi Muqorobin, “Journey of Islamic Economics™ Lihat juga Masyhudi
Mugqorobin, *Evolution of Islamic Economic Theory”, dalam Abdul Ghafar Ismail, Achmad
Tohirin, dan Munrokhim Misanam, Proceedings International Workshop Exploring Islantic
Economic Theory, (Yogyakarta: P3EI dan ECONIS, 2008), hlm. 163-182,

3 JSTOR diakses dari http://www jstor.org pada 1 Maret 2015.

* Emerald Insight diakses dari http://www.emeraldinsight conv pada | Maret 2015.

% ScienceDirect diakses dari http://www sciencedirect.com pada | Maret 2015.




Haneef dan Furgani juga mengkritisi maraknya kajian di bidang kcuangan
dan perbankan ini. Mereka membandingkan betapa mudahnya menemukan kajian
di kedua bidang ini, jika dibandingkan kajian terkait pandangan filosofis ekonomi
Islam.® Kegelisahan yang kurang lcbih serupa juga pernah diungkapkan olech
Ahmed yang menyatakan A notable omission [in the Islamic macroeconomic
literature] is how the government would finance its expenditure in an economy
with no fixed-interest debt”"atau ~Satu yang perlu dicatat adalah ketiadaan kajian
makroekonomi Islam terkait langkah yang diambil pemerintah untuk membiayai
pengeluarannya tanpa hutang berbunga’tetap™.

Pryor juga menyampaikan'kegelisahan scrupa dengan menulis =/ fiave
seen no thorough discussion of fiseal policy in'the Islamic economic svstem and
of the degree to which the govermment| could eigage in deficit spending™ atau
“Saya belum menemukan diskusi mendatamepada-kebijakan fiskal dalam sistem
ekonomi islam dan juga diskusi®tentang bagaimana pemerintah mengatasi
masalah defisit”. Pandanggdn, semacampiniflayak muncul mengingat kajian di
bidang keuangan dan perbankan didominasi aplikasi aksioma bunga bank yang

haram®, sedangkan dalam konteks pemerintahan modern, sangat sulit

¢ Mohammed Aslam Haneef dan Hafas Furgani, “Usul al-Igtisad: The Missing
Dimensions in Contemporary I[slamic Economics and Finance.” dalam Nurazura Sanusi (ed.),
Readings in Islamic Economics and Finance, (Simok: UUM Publications, 2007), him. 1-16.

7 Shaghil Ahmed, “Islamic Banking and Finance: A Review Essay”. Journa! of Monetary
Economics, Vol. 24, No. | (July 1989), him. 157-167 (Amsterdam, The Netherlenads: Elsevier).

& Frederic Pryor, “The Islamic Economic System”, Jownal of Compararive Economics,
Vol. 9, No. 2 (June 1985), him. 197-223 (Amsterdam, The Netherlenads: Elsevier).

? Aksioma ini muncul berdasarkan keyakinan bahwa bunga bank adalah riba. Tentang
aksioma lainnya lihat Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas fimu Ekonomi Islam, diterjemahkan



menghindari utang sebagai bagian dari pembiayaan. Dengan demikian kebijakan
fiskal dalam konteks ekonomi Islam membutuhkan perhatian lebih besar dari para
peneliti.

Lebih dari itu, Azid menganjurkan untuk kajian yang lebih luas dan
praktikal, termasuk dalam kebijakan fiskal, dengan menyatakan:

“This is the requirement to explore a more problem-oriented approach and

give priority to operationalisation of Islamic concepts and goals and to

address the major issues like poverty elimination; income distribution:
consumer behaviour; fiscal policy and socio-economic development in the
context of a just monetary and economic system™.'?

Dominasi kajian perbankan dan keuangan Islam sebagai pertanda
perkembangan di kedua sektor fini_sébenarhya menyimpan tantangan jika
dikaitkan dengan inklusi keuangan “(fimancial inclusion). Data Bank Dunia
menunjukkan bahwa per tahun 2011 hanya-20% penduduk usia 15 tahun lebih di
Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Dari data yang
sama, juga diketahui hanya 3%"“penduduk ‘wsia 15/tahdn-lebih yang memiliki
rekening berkaitan dengan bantuan pemerintah.'Penduduk usia 15 tahun ke atas

yang mendapat pinjaman dari” lefnbaga Keuangan formal dalam setahun

sebelumnya juga hanya berjumlah 9%. '

dari Islam, Economics und Society oleh M. Saiful Anam dan Mubammad Ufuqul Mubin,
(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 37-50.

9 Toseel Azid, “Anthology of Islamic Economics: Review of Some Basic Issues”,
Review of Islamic Economics, Vol. 13, No. 2, 2010, hlm. 165-194. (Leicestershire, United
Kingdom: International Association of Islamic Economics and the Islamic Foundation).

" World Bank, “Financial Inclusion Data: Indonesia”, dikutip  dari
http://datatopics. worldbank.ore/financialinclusion/country/indonesia pada 1 Maret 2013.




Kondisi di atas menandakan bahwa baru seperlima penduduk Indonesia
yang terintegrasi dengan sistem keuangan formal, dimana lembaga keuangan
syartah ada di dalamnya. Ini menandakan bahwa kebijakan bank sentral atau
pemerintah misalnya yang berkaitan dengan industri keuangan syariah hanya
berdampak pada sedikit penduduk muslim mengingat pangsa pasar lembaga
keuangan syariah yang masih sedikit. Berbeda sekali misalnya dengan kebijakan
pemerintah dalam hal subsidi BBM, sebagai salah satu aplikasi kebijakan fiskal,
yang dampaknya mengenai seluruh lapisan masyarakat.'? Dengan demikian,
mengkaji kebijakan fiskal dalam ekonomi Tslam| memiliki unsur masiahah yang
sangat besar karena hubungannya| dengan “hajat hidup orang banyak”.

Sclain nilai manfaatnya bagi masyarakit Indonesia, kajian fiskal dalam
ekonomi Islam juga diharapkan mampu |memberikan alternatif solusi bagi
sejumlah masalah fiskal, internasienal- dewasa ini~Kegagalan sejumlah negara
dalam mengelola kebijakan fiskal sebagaimang akan dipaparkan berikut ini
merupakan gambaran dari pentiifgnyakajiai-di biddng'ekonomi Islam untuk ikut
ambil bagian dalam masalah ini. Perekonomian Yunani merupakan salah satu
contoh mutakhir dari pentingnya mengelola kebijakan fiskal secara berkelanjutan.
Perekonomian Yunani menghadapi masalah yang kompleks berkaitan dengan

utang pemerintah, defisit perdagangan, pelayanan publik, pajak, standar hidup dan

'? Sccara umum para pencliti menyepakati dampak kenaikan harga BBM akibat
pengurangan subsisi terhadap kemiskinan. Meskipun demikian, mereka tidak sependapat dengan
seberapa besarmya. Untuk kajian terkait hal ini, lihat misalnya Teguh Dartanto, "BBM, Kebijakan
Energi, Subsidi, dan Kemiskinan di Indonesia," fnovasi, Vol. 5/XVII/November 2005, him. 3-10
dan Mohammad Ikhsan, M. Herman Sulistyo, Teguh Dartanto, dan Usman, "Kajian Dampak
Kenaikan Harga BBM 2005 terhadap Kemiskinan," Working Paper No. 10/2005, Lembaga
Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI, hlm. 1-28.



masalah lainnya. Mengingat masalah-masalah ini terjadi pada saat perckonomian
dunia mengalami krisis keuangan pada 2008, masalah Yunani pun menjadi
semakin kompleks karena mempengaruhi kepercayaan investor dan berdampak
pada pelarian kapital (capital outflow)."

Masalah Yunani juga menjadi bagian dari masalah perekonomian di zona
Eropa' yang sejak 1999 menggabungkan diri dalam satu kesatuan mata uang,
yaitu Euro. Penyatuan mata uang juga diikuti dengan pembentukan Bank Sentral
Eropa (The European Central Bank) sekaligus komitmen untuk menjaga stabilitas
ckonomi secara bersama antara anggota. Pakta stabilitas (stability pact) kemudian
menjadi acuan yang harus dilaksanakan eleh‘masing-masing anggota. Namun
sebagaimana yang telah terjadi sejumlah negdra sulit mematuhi pakta tersebut
sehingga selain Yunani, sejumlah'negara seperti/Irlandia, Portugal, Spanyol, dan
[talia atau biasa disebut PGS (Portugal; Ireland; Ttaly, Gteece, and Spain), juga

terbelit krisis utang yang membddtinvestofiragu./’

13 Jason Manolopoulos, Greece's 'Odious’ Debt: The Looting of the Hellenie Republic by
the Enro, the Political Elite and the Investment Community, (London, United Kingdom: Anthem
Press, 2011}, him. xi dan Paul Krugman dan Robin Wells, Economics, Third Edition, (New York,
United States: Worth Publishers, 2013), him. 718-719.

" Salah satu konsekuensi dari penyatuan mata uang Eropa adalah pentingnya peranan
negara dengan perekonomian besar dan kuat scperti Jerman dan Prancis untuk mengambil
tindakan dalam menanggulangi krisis. Dalam kasus krisis utang pemerintah Yunani, Jerman,
terutama Angle Merkel selaku konselir dianggap kurang cepat mengantisipasi dampak krisis
sehingga berkembang dan menular (contagnious) ke sejumlah negara. Lihat “Start the engines,
Angel”, The Economist, 9" — 15" June 2012, him. 13.

1> N. Gregory Mankiw, Mucroeconomics, Eighth Edition (New York, United States:
Worth Publishers, 2013), hlm. 356-357 dan Paul Krugman dan Robin Wells, Economics, him.
825-826.



Pengalaman Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir juga
menunjukkan pentingnya mengelola kebijakan fiskal secara lebih baik, sekaligus
membuka ruang bagi kontribusi ekonomi Islam di dalamnya. Jurang fiskal (fiscal
cliff) menjadi salah satu masalah krusial tidak saja berkaitan dengan politik, tetapi
juga dengan masalah masyarakat.'® Jurang fiskal yang terjadi di Amerika Serikat
merupakan kondisi dimana per Januari 2013 sejumlah kebijakan warisan
pemerintahan sebelum Barrack Obama mulai berdampak dan roda pemerintahan
mengalami masalah karena hambatan Kongres dalam pengesahan anggaran
pemerintah.'’

Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang mewakili peradaban utama saat ini,
sedang dirundung masalah kebijakan fiskal yang tentunya menjadi peluang bagi
ekonomi Islam untuk memunculkan Kentribiisifiya. Dalam dua krisis ekonomi
yang dialami bangsa Indonesia, ,yaitukrisis jmencter ~997/1998 dan krisis

keuangan global 2008'%, lembaga-~keuangan syariah termasuk dalam kategori

1 US. News, “CBO: Fiscal Clifl Effects Now Look Worse”, dikutip dari
http://www.usnews.conm/news/articles/2012/08/22/cbo-fiscal-cliff-effects-now-look-worse  pada
30 Agustus 2014,

17 America turns European”, The Economist, 5" — 11" January 2013, hlm. 7, Council on
Foreign Relations, “What Is the Fiscal Clift?", dikutip dari hip://www cfr.org/budeet-debt-and-
deficits/fiscal-clifffp28757 pada 30 Agustus 2014, Forbes. “Fiscal cliff explained™, dikutip dari
http://www. forbes.com/sites/rickungar/2012/11/10:the-fiscal-cliff-explained/ pada 30 Agustus
2014, dan About Money. “The Fiscal Clff  Explained”, dikutip dari
http://bonds.about.com/od/Issues-in-the-News/a; What-Is-The-Fiscal-Cliff. htm pada 30 Agustus
2014,

18 Lihat misalnya Heri Sudarsono. “Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan
di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah”, La Riba: Jurnal
Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, Juli 2009, hlm. 12-23 dan Ihda A. Faiz. “Ketahanan Kredit
Perbankan Syariah terhadap Krisis Keuangan Global”. La Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4,
No. 2, Desember 2010, hlm. 217-237. Untuk kajian umum di level global lihat Adel Ahmed,
“Global Financial Crisis: an Islamic Finance Perspective™, International Journal of Islamic and
Middle Eastern Finance and Management, Vol. 3 No. 4. 2010. hlm. 306-322, Edib Smolo dan
Abbas Mirakhor, “The Global Financial Crisis and Its Implications for the Islamic Financial



lembaga keuangan yang paling aman, berkat aplikasi sistem keuangan Islam di
dalamnya. Jika dalam kedua krisis tersebut aplikasi ekonomi Islam melalui
lembaga keuangan dapat memberikan kontribusi penting, maka kontribusi serupa
dalam aplikasi di bidang fiskal layak untuk segera dikaji dan dimunculkan.

Aplikasi kebijakan fiskal yang menjadi masalah intemasional di Amerika
Serikat dan Yunani sebagaimana dijelaskan di atas berkaitan dengan pengeluaran
negara, terutama berkaitan dengan masalah defisit yang terjadi karena besarnya
pengeluaran dibandingkan pendapatan negara. Hal ini menandakan peluang bagi
ekonomi Islam untuk memberikan kontribusi pemikiran pada pengeluaran
pemerintah  yang sesuai dengan (ajarand Islam. Pengelolaan pengcluaran
pemerintah yang baik dan akuitabel| menjadi penting scbagai dasar untuk
membangun perckonomian yang‘kokoh.-Mengingat kontribusi ekonomi Islam
telah terbukti dapat dibenikan pada-bidangclecuangan, waka kontribusi serupa
tentunya diharapkan dapat diperlttas padanaplikasi kebijakan fiskal, yaitu pada
pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan pada latar belakang yang tclah diuraikan di atas, maka
penelitian ini akan difokuskan pada upaya menganalisis pengeluaran pemerintah
scbagai bagian dari kebijakan fiskal di Indonesia dengan menggunakan tinjauan
ckonomi Islam. Pengeluaran pemerintah di Indonesia yang dianalisis dapat

dikategorikan berdasarkan jenis maupun fungsi dan transfer ke daerah. Penelitian

Industry”, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Managemeni, Vol. 3
No. 4, 2010, him. 372-385, dan Mohamed Ali Trabelsi. “The Impact of the Financial Crisis on the
Global Economy: Can the Islamic Financial System Help?”, Journal of Risk Finance, Vol. 12,
Issue 1, 2011, hlm. 15-25.



ini dibatasi pada sisi pengeluaran negara sebagaimana tertuang dalam APBN
selama tahun 2005 sampai dengan 2013. Selama masa tersebut, perekonomian
Indonesia tidak berada dalam krisis yang terlalu dalam sebagaimana di tahun
1997/1998 sehingga lebih stabil dan mengurangi bias yang dapat muncul dalam

analisis jika melibatkan tahun-tahun krisis.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian
adalah untuk menganalisis pengeluaran pémerintah di Indonesia selama tahun
2005-2013 dengan menggunakan tinjauan ekonomi Islam. Adapun pertanyaan
penelitian  yang diharapkan akan tegjawabmelalui penelitian ini  adalah:
bagaimanakah pengeluaran pemerintalt di ((Indoncsia antara tahun 2005-2013

ditinjau dari ekonomi [slam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: menganalisis pengeluaran
pemerintah dalam bagian kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah di

Indonesia dan tinjauan ekonomi Islam terhadapnya.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah manfaat yang dapat dikaitkan dengan

manfaat bagi dunia akademik maupun bagi pemangku kebijakan di Indonesia.
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Bagi dunia akademik, manfaat penelitian ini adalah:

a. memberikan kontribusi bagi analisis lebih lanjut terkait kebijakan
pengeluaran pemerintah di Indonesia, dan

b. memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi Islam di bidang
makroekonomi dalam konteks Indonesia.
Adapun bagi pemangku kebijakan di Indoncsia, manfaat penelitian ini

berupa kontribusi bagi upaya pengembangan pengeluaran pemerintah yang sesuai

dengan ekonomi Isiam.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini akan Wdisusun secara sistematis sebagai

berikut:

BAB I merupakan pendahultian yang-menjelaskan/latar belakang yang mendasari
penelitian ini beserta fokus penclitian'dan’pertanyaan penelitia yang akan dijawab.

Selain itu, BAB ] juga memuat tujuanrdan manfaat ddri penelitian yang dilakukan.

BAB Il merupakan telaah literatur atas topik yang dikaji dalam penelitian ini yang
bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan kajian agar relevan dengan
tren akademik yang berkembang. Selain itu BAB 11 juga menyajikan kerangka
teori yang didalamnya disusun kerangka analisa yang akan digunakan untuk
melihat, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan data yang dikumpulkan

untuk penelitian ini

BAB Il merupakan metode penelitian yang menjelaskan jenis dan bagaimana
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data dikumpulkan, pendekatan apa yang digunakan dalam menganalisis data, serta

bagaimana keabsahan data diperoleh dan bagaimana analisis dilakukan.

BAB 1V menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan mengacu pada
kerangka teori dari BAB Il dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian yang
dikemukakan di BAB I. Setelah dianalisis, hasil yang diperoleh kemudian dibahas
untuk melihat relevansinya dengan landasan teori dan jika tidak sesuai, maka akan
dibahas mengapa hal tersebut terjadi, sehingga akan berkontribusi bagi

pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB V berisi kesimpulan yaitu|jawaban_atas rumusan masalah berdasarkan
analisis dan pembahasan yang dilakukan sebelimnya. Jawaban ini selanjutnya
akan melahirkan saran bagi penelitian lanjutan maupun bagi kepentingan praktis

sesuai dengan tujuan penelitian di BAB -



BAB 11
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA
TEORI

Bagian in1 menyajikan kajian atas penelitian terdahulu dan kerangka teori
scbagai pijakan bagi langkah-langkah selanjutnya pada penelitian ini. Kajian
penelitian terdahulu akan menjelaskan sejumlah perkembangan di bidang fiskal
maupun desentralisasi fiskal dalam ekonomi konvensional maupun dalam
ckonomi Islam. Selanjutnya akan disusun kerangka teori yang menjadi alat

analisis pada penelitian ini.

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Bagian ini akan mengulas sejumilali kajian atas penelitian terdahulu yang
terkait dengan topik ini. Mengingat.pengeluaran pemeriptah merupakan bagian
dari kebijakan fiskal dalam secbuah pemerintahapn, maka kajian yang dilakukan
juga mencakup hal-hal tetkait-kebijakan—fiskal; sebagai induk pengeluaran
pemerintah. Kajian dimulai dart sejumlah penelitian mengenai kebijakan fiskal
dan desentralisasi fiskal dalam ekonomi konvensional terutama yang menyangkut
atau melibatkan Indonesia di dalamnya. Kajian ini dilakukan mengingat secara
umum banyak sekali kontribusi ekonomi konvensional dalam perumusan teori
kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kajian kemudian diikuti dengan penelitian
mengenai kebijakan fiskal dan desentralisasi fiskal dalam ekonomi Islam.

Kajian tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional biasa

dimasukkan dalam sejumlah kode klasifikasi JEL (Jowrnal of Economic

12



13

Literature). Sejumlah kode ini antara lain huruf E untuk Macroeconomics and
Monetary Economics, kemudian pecahannya pada E6 untuk Macroeconomic
Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook, dan
lebih khusus lagi pada E62 untuk Fiscal Policy. Selain itu, kode H untuk Public
Economics juga banyak digunakan dimana pada kode ini terdapat HIl untuk
Structure and Scope of Government, H2 untuk Taxation, Subsidies, and Revenue,
H3 untuk Fiscal Policies and Behavior of Economic Agents, H5 untuk National
Government Expenditures and Related Policies, H6 untuk National Budget,
Deficit, and Debt, dan H7 untuk Sfate and Local Government - Intergovernmental
Relations."”

Luasnya cakupan kajian (fiskal juga tergambar pada kategorisasi yang
digunakan JSTOR untuk jurnal-jurndlnyal [JSTOR memiliki 2.500 judul pada
kategori Business and, Economigs—dimana. 834. diantaranya khusus pada
Economics. Pada katcgori Social=Sciences, ISTOR memiliki 44 judul jurnal
berkaitan dengan Public Policy ¢ dministration>";Sedangkan pada koleksi yang
dimiliki Sage terdapat 45 jurnal pada kategori Economics & Development
Studies.”' Pada kelompok-kelompok jurnal inilah sejumlah kajian fiskal dapat
ditemukan, selain kajian lembaga lain. Oleh karenanya pada bagian ini, kajian

penelitian yang terdahulu hanya akan dilakukan dengan meninjau secara singkat

1% American Economic Association, JEL Classification System / EconLit Subject
Descriptors, diakses dari https://www .acaweb.org/econlit/jelCodes php?view pada 3 Mei 2014.

¥ JSTOR, diakses dari htip://www istor.org/action/showlournals pada 3 Mei 2014.

2! Sage Pub, diakses dari http:www.sagepub.com/productSearch.nav?product-
Type=Journals&subject=B00&sortBy—son Title*s20asc pada 3 Mei 2014.
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tren kajian yang sedang banyak dilakukan pada sejumlah jurnal utama dan
kemudian mengulas sejumlah artikel terkait kajian yang relevan.

Kajian yang paling banyak diakses pada FinanzArchiv / Public Finance
Analfysis adalah terkait dengan pajak pendapatan dan pajak komoditas, ketaatan
membayar pajak, desentralisasi fiskal, beban fiskal, keberlanjutan fiskal, dan
dampak globalisasi pada pajak korporasi.?? Pada Public Finance Review, topik
yang banyak dibaca dan dikutip terutama berkaitan dengan dampak fiskal pada
penduduk usia tua, desentralisasi fiskal di negara maju, dampak pengeluaran
sosial untuk mengatasi kemiskiran, ‘subsidi pada fasilitas publik, penolakan
terhadap pajak dan lainnya.” Sedangkan pada Journal of Public Economics,
kajian yang paling banyak diunduh berkaitam |dengan korupsi, kesejahteraan
hidup. pengentasan kemiskinan,~kebijakan | anggaran pendidikan, pajak dan
pertumbuhan ekonomi, serta kajian lainnya, 2

Kajian-kajian utama pada sejumlahyjurnaliterkait kebijakan fiskal di atas
menunjukkan tren kajian mengenai desentralisasi fiskal termasuk yang banyak
dilakukan sehingga membuka peluang bagi kajian pada penelitian ini untuk ikut
berkontribusi dari sisi ekonomi Islam. Seclanjutnya akan diulas sejumlah

penelitian yang relevan dengan kecenderungan kajian di atas.

2 FinanzArchiv / Public Finance Analysis diakses dari http://www jstor.org/-
action/showMostAccessed Articles?journalCode - finaarch pada 3 Mei 2014.

3 Public Finance Review diakses dari http:/pfr sagepub.com pada 3 Mei 2014,

2 Journal of Public Economics diakses dari http://www.journals.elsevier.com/journal-of-
public-economics/most-downloaded-articles/ pada 3 Mei 2014,
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Gasiorowski meneliti perbedaan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di
negara-negara yang lebith demokratis, kurang demokratis dan negara demokratis
baru. Data yang digunakan mencakup sejumlah negara-negera berkembang,
khusus Indonesia data yang dipakai mencakup tahun 1973-1991. Metode analisis
yang digunakan adalah model regresi panel, hvo-way dan fixed-effects. Penelitian
ini menemukan bahwa negara yang lebih demokratis cenderung memiliki inflasi
yang lebih tinggi dan pertumbuhan ckonomi yang lebih melambat jika
dibandingkan dengan negara yang kurang demokratis. Tingginya inflasi di negara
yang lebih demokratis antara lain disebabkan oleh defisit fiskal yang lebih besar
dan pertumbuhan upah yang lebihvcepat, Keduanya kemudian berdampak pada
menurunnya pertumbuhan ekonomi pada negdra-negara yang lebih demokratis
tersebut. Temuan lain penclitian int | adalaltidak adanya perbedaan yang
signifikan dalam inflasi dan tingkat pertumbuhan-ekonomi-di negara demokatis
baru dan negara demokratis yangitelah lama menerapkan demokrasi. Hasil ini
mengindikasikan bahwa partisipasispehtikpyang-tidak terkendali dan tuntutan
akan hasil yang dibebankan pada pegawai pemerintah telah mengikis kinerja
demokrasi.*?

Yap meneliti dampak kinerja ckonomi secara nasional terhadap dukungan
terhadap demokrasi di negara-negara demokratis baru. Data yang digunakan
mengacu pada negara-negara demokratis baru di Asia, yaitu Taiwan, Thailand,

Korea Selatan dan Filipina. Terdapat dua temuan yang relevan dalam penelitian

25 Mark J. Gasiorowski, “Democracy and Macroeconomic Performance in
Underdeveloped Countries: An Empirical Analysis”, Comparative Political Studies, Vol. 33, No.
3, (April 2000), hlm. 319-349 (New York, United States: Sage Publications).
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ini, yaitu (a) kinerja ekonomi mampu menjelaskan persetujuan pemerintah
(government approval) sepanjang waktu penelitian berlangsung pada berbagai
negara yang diteliti; dan (b) kinerja ekonomi tidak menjelaskan dukungan
terhadap demokrasi, karena yang terjadi justru kepercayaan politiklah yang
mendukung demokrasi. Temuan pertama sejalan dengan sejumlah hasil penelitian
di berbagai wilayah lain sehingga memperluas cakupan kajian tentang Asia.
Sedangkan temuan kedua menunjukkan bahwa membangun kepercayaan
terhadap politik menjadi kebutuhan agar masyarakat di negara yang beranjak
menjadi demokratis mau mendukung sistém politik ini.2%

Hange dan Wellisch menguji (prasyatat_bagi manfaat kesejahteraan dari
descentralisasi fiskal. Pada kasus dimsana pemerintah daerah bersifat bijaksana atau
baik hati, sgjumlah instrumen perpajakan-yang’lengkap, termasuk di dalamnya
pajak tanah yang tidak terdistorsi.pdibutuhkan untuk menjamin alokasi yang
efisien. Sedangkan jika pemerintalidaerah berorientasi pada kepentingan individu
atau kelompok, semisal partai, hrakapajak tarigh/ang tidak terdistorsi diperlukan
untuk memperoleh keuntungan kesejahteraan dari kompetisi pajak. Meskipun
dalam kasus ini ketersediaan barang publik untuk daerah mengalami distorsi,
kompetisi pajak antardaerah tetap dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Hal ini terjadi karena kompetisi pajak antardaerah tersebut mampu mengurangi

2 0, Fiona Yap. “Economic Performance and Democratic Support in Asia’s Emergent
Democracies” Comparative Political Studies, Vol. 46, No. <, (2012), hlm. 486-512 (New York,
United States: Sage Publications).



17

insentif para politisi untuk menghamburkan pendapatan pajak untuk sesuatu yang
tidak berguna.?’

Baskaran menggunakan data panel 17 negara anggota OECD selama
1975-2001 untuk menguji dampak pemerintahan yang terdesentralisasi terhadap
hasil dari kebijakan fiskal. Penelitian ini didasari pada adanya bahaya pada
desentralisasi fiskal yaitu pinjaman berlebihan dari pemerintah daerah, padahal
pada sisi yang lain, desentralisasi juga dimaksudkan untuk membatasi agar
pemerintah tidak semaunya saja mencari keuntungan lewat kebijakan
anggarannya. Hasil penelitian [ menunjukkan bahwa desentralisasi pada
pengeluaran di negara-negara yang ditelifi mampu mengurangi kewajiban utang
publik, namun tidak signifikan jika yang diact adalah desentralisasi pajak dan
ketidakseimbangan fiskal vertikal 28

Feltenstein dan Iwata meneliti-desentralisasi-fiskal-dan ekonomi terhadap
pertumbuhan ekonomi China. | Kedua peneliti) menggunakan model vector
autoregressive (VAR) dengan~variabel [lateni"Model ekonometrik tersebut
menghasilkan temuan yang menunjukkan hubungan antara desentralisasi dan
kinerja ekonomi di China. Desentralisasi ekonomi berdampak positif terhadap

pertumbuhan ekonomi pada masa sesusah perang, sedangkan desentralisasi fiskal

memiliki hubungan berlawanan dengan tingkat inflasi terutama pada akhir masa

27 Ulrich Hange dan Dietmar Wellisch, “The Benefit of Fiscal Decentralization”
FinanzArchiv / Public Finance Analysis, New Series, Vol. 55, No. 3 (1998), hlm. 315-327,
(Tiibingen, Germany: Mohr Siebeck GmbH & Co. KG).

2 Thushyanthan Baskaran, “On the link between fiscal decentralization and public debt
in OECD countries”, Public Choice, Vol. 145, No, 3/4 (December 2010}, hlm. 351-378 (Berlin,

Germany: Springer).
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setelah 1970-an akhir. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan adanya
hubungan positif antara desentralisasi dengan upaya meningkatkan pertumbuhan
ekonomi namun terdapat hubungan negatif antara desentralisasi dengan upaya
menjaga stabilitas harga.??

I[smail dan Hamzah meneliti dampak dari desentralisasi fiskal terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kerangka estimasi yang digunakan berupa
adopsi terhadap fungsi produksi. Penelitian dilakukan terhadap data silang (cross-
section) dari 26 provinsi dan data runtut tahun (¢time-series) antara 1992-2002.
Metode analisis yang digunakan.menggunakan regresi data panel. Hasilnya
menunjukkan bahwa variabel desentralisasi«li bagian pengeluaran (expenditure)
memiliki koefisien yang positif dan signifikan’terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan variabel desentralisidsi’ di/ bagian ‘pendapatan (revenue) memiliki
hubungan yang negatif tethadap pertumbuharr ekonomi. Atas temuan ini, kedua
peneliti kemudian mengajukan séjurnlah kebijakan yang dapat dilakukan, yaitu
(a) pemerintah dacrah hards, mampu meningkatkdn pendapatan non-pajak: (b)
pemerintah daerah harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif di dacrah
untuk kelancaran aliran modal masuk scbagai invetasi; dan (c) pemerintah daerah
harus mampu mengatur penugasan terkait desentralisasi fiskal secara jelas baik

yang berkaitan dengan distribusi pendapatan maupun pinjaman dacrah.*°

2 Andrew Feltenstein dan Shigeru Iwata, “'Decentralization and macroeconomic
performance in China: regional autonomy has its costs”, Jowrnal of Development Economics, Vol.
76, No. 2, (April 2005), hlm. 481-501 (Amsterdam, The Netherlenads: Elsevier).

30 Abd. Ghafar B. 1smail dan Muhammad Ziial Hamzah, “Fisca) Decentralization and
Economic Growth Nexus: Evidence from Province-level Cross-section Data for Indonesia”,
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Kajian-kajian pada sejumlah artikel jurnal di atas mengacu pada kerangka
teori yang berpijak pada ekonomi konvensional, termasuk yang ditulis oleh Ismail
dan Hamzah, meskipun diterbitkan pada Review of Islamic Economics yang
merupakan terbitan International Association of Islamic Economics bekerjasama
dengan the Islamic Foundation. Hal ini menjadi salah satu pembeda dibandingkan
penelitian yang akan dilakukan mengingat konsep yang diacu untuk menganalisis
masalah kebijakan fiskal akan berpijak pada konsep dan teori yang digali dari
ekonomi Islam, terutama yang bertumpu pada pengalaman muslim masa awal
Islam.

Kajian terkait kebijakan fiskal/dalamekonomi Islam dapat dirujuk sampai
dengan masa-masa kemunculan |¢konomi Islam sebagai sebuah disiplin yang
berkembang sendiri terutama menjelang akhir-abad ke-20. Tahir dalam sejumlah
kajiannya menjelaskan bagaimana-kajian dalam- bidang fiskal ditinjau dari
ekonomi Islam berkembang.’’ Kajianymengenai topik fiskal dalam ekonomi Islam
biasa didekati dengan dua, pendekatan | tulisam, | yaitu dalam bentuk kertas
konseptual (conceptual papers) dan kertas analitik (analytical papers). 1%

International Conference on [slamic Economics yang dilaksanakan di Mekkah Al-

Review of Islaumic Economics, Vol. 10, No. 2, (2006). hIm.133-152 (Leicestershire, United
Kingdom: International Association of Islamic Economics and the Islamic Foundation).

3! Savyid Tahir, “Fiscal and Monetary Policies from an Islamic Perspective”, Presentasi
INIE-IRTI DLP — 2005, 6 Desember 2006, diakses dari http://www.kantakji.com-
/media/4505/c110.pdf pada 15 Maret 2014 dan Sayyid Tahir, “Public Policies (Fiscal and
Monetary) from an Islamic Perspective”, Presentasi [IIE-IRTI DLP — 2005, 7 November 2006
diakses dari http://www.isdb.org/irj-/go/km/does/documents/IDB Developments/[nternet-
[English/IRTIVCM/downloads/Distance Leamning_Files/DL%200ctNov%2006%20FISCAL %2
0&%20MONETARY%20POLICIES%20061107{Dr.%20Tahir).ppt pada 15 Maret 2014. Sayyid
Tahir dalam kedua kajian ini meneliti kebijakan moncter dan fiscal sebagai bagian dari kebijakan
publik (public policies). Namun pada penelitian ini, hanya kebijakan fiskal yang akan dibahas.
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Mukarramah, Arab Saudi pada 1976 (1396 H)* diacu scbagai fondasi bagi
pembentukan ekonomi Islam sebagaimana dikenal saat ini.

Setelah konferensi tersebut, diadakan dua seminar mengenai kebijakan
fiskal dan moneter dengan penyelenggara King Abdul Aziz University, Jeddah
dan Institute of Policy Studies, Islamabad. Seminar pertama dilaksanakan di
Jeddah dan menghasilkan kumpulan artikel dalam buku Monetary and Fiscal
Economics of Islam yang diedit oleh Muhammad Ariff.** Sejumlah topik yang
dikaji antara lain adalah kebijakan fiskal dan moneter oleh Monzer Kahf, analisis
fiskal dari zakat oleh Salama dan distribusi keadilan oleh Mahfooz Ahmad.**

Seminar lanjutan dilaksanakan di Jslamabad pada tahun 1981 dan
menghasilkan kumpulan paper dalam buku Money and Banking in Istam®* dan
Fiscal Policy and Resource Allocation in-siaim*®| Topik terkait fiskal yang dikaji

diantaranya adalah teori pkebijakan—fiskal colch~Faridi ¢dan Salama, analisis

*2 11asil konferensi ini dibukukan dalam Al-fgrishad Al-Islamt: Buliiis Mukivaral min 41-
Mu tumar Ad-Dandt Al-Awwal ti Al-Igtishad Al-Istamr, {Jeddah: Jami’ah Al-Malik *Abd Al--Azlz.
Al-Markaz Al-*Alami li Abhasi Al-Iqtishdd Al-1slam, Cet. 1, 1400 H/1980 M).

B Muhammad Ariff (ed), Monetary und Fiscal Economics of Islam, (Jeddah:
International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, 1982).

¥ Sayyid Tahir, “Public Policies (Fiscal and Monetary) from an Islamic Perspective”,
Presentasi IIIE-IRTI DLP — 2005, 7 November 2006".

¥ Ziauddin Ahmed, Munawar Igbal, dan M. Fahim Khan, Money cid Bunking in Istam,
(Islamabad: Institute of Policy Studies dan International Centre for Resecarch in Islamic
Economics, 1983).

36 Ziauddin Ahmed, Munawar Igbal, dan M. Fahim Khan, Fiscal Policy and Resource
Allocation in Isiam, (Islamabad; Institute of Policy Studics dan International Centre for Research
in Islamic Economics, 1983).
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makrockonomi untuk kebijakan fiskal oleh Metwally, dan perpajakan oleh
Monzer Kahf.

Pada 1980an perkembangan kajian terjadi dengan munculnya tulisan
Public Finance in Islam oleh Ziauddin Ahmad.’” Selain itu karya lain juga
muncul, yaitu Macroeconomic Models of Islamic Doctrines karya Muhammad
Mukhtar Mutwally, fncome Determination in an Islamic Economy karya Ausaf
Ahmad, dan A Simple of Aggregate Output, Income and Economic Inequalities
Determination in an Islamic Economies™ karya Sayyid Tahir.’® Perkembangan
terus berlangsung dan di tahun, 1990an sejumlah karya kembali muncul
diantaranya A Macroeconomic Taxation Model for an Islamic Economy” karya
Mohammad Hussain dan “Is Equity Financed Budgetary Deficit Stable in an
Interest-Free Economy?” karya Aynul Hasan'dan A N. Siddiqui.>® Selain itu patut
pula dicatat bahwa dilaksanakan pula~konferensi jinternasional kedua*® dan

ketiga®! tentang ckonomi Islam §ébagi kelanjutaniyang pertama.

37 Ziauddin Ahmed, Public Finance in Islam, IMF Working Paper 68 (Washington, DC,
United States: [nternational Monetary Fund, Middle Eastern Department, 1989).

¥ Sayyid Tahir, “Public Policies (Fiscal and Monetary) from an Islamic Perspective”,
Presentasi NIE-IRTI DLP — 2005, 7 November 2006”.

3 Ibid.

4 Hasil dari konferensi kedua ini dibukukan dalam Dirasar fi Al-lgtishad Al-Islam?:
Buhiis Mukhtdrah min Al-Mu tamar Ad-Dault As-Sani li Al-Igtishad Ai-Istami, (Jeddah: Jami’ah
Al-Malik *Abd Al-*Aziz, Al-Markaz Al-"Alami li Abhasi Al-lquishdd Al-Islamt, Cet. 1, 1405
H/1985 M).

' Konferensi ketiga berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, 23-25 Rajab 1412 H atau
bertepatan dengan 28-30 Januari 1992 M. Hasil konferensi ini, dibukukan dalam M.A. Mannan
(ed.), Financing Development in Islam, (Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Development Bank,
Islamic Research and Training Institute, 1416 H. 1996 M).
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Tahir lebih lanjut menyatakan bahwa kajian-kajian yang telah ada
difokuskan pada peran kebijakan fiskal dan moneter untuk stabilisasi ekonomi.
Menurutnya kajian-kajian ini kurang menelaah masalah penting berkaitan dengan
perekonomian Islam, yaitu suatu perckonomian atau negara dimana kebijakan itu
dapat diimplementasikan; posisi dan peran pemerintah dalam tinjauan syariah;
dan tujuan kebijakan yang berbasis syariah.*? Kurangnya telaah pada bagian ini,
selanjutnya berdampak kajian yang dilakukan oleh para ahli ekonomi Islam hanya
berkisar pada kebijakan di negara-negara berpenduduk muslim, kurang perhatian
pada Islamisasi perckonomian sebagai tujuan.dan menghapus kemiskinan tidak
dikaji secara mendalam sebagai thjuan.kebijakan **

Selain kajian dalam kontcks umum sebagaimana dilakukan oleh Tahir
diatas, sejumlah penelitian berkait | kebijukan fiskal juga telah dilakukan,
diantaranya oleh Jaylani, dan sBasyir) vang “menyebutkan bahwa model
pembangunan dengan pembiaydan berbasis hiitang ribawi cenderung membawa
ketidakadilan. Rakyat miskini™ cendertng —tcrus [ menjadi miskin sedangkan
kelompok masyarakat yang kaya dapat terus menjaga kesegjahteraannya melalui
surat berharga yang mereka miliki. Surat berharga yang mereka miliki ini ada
kalanya bersumber dari pemerintah yang mengeluarkannya dalam rangka

menyediakan layanan publik.**

42 Sayyid Tahir, “Fiscal and Menetary Policies from an Islamic Perspective”, Presentasi
IIIE-IRTI DLP — 2005, 6 Desember 2006 dan Sayyid Tahir, “Public Policies (Fiscal and
Monetary) from an Islamic Perspective”, Preseniasi HHIE-IRTI DLP — 2003, 7 November 20006.

3 Ihid.

* Biiralam ibn JaylanT dan FarTd BasyTr, “dl-Adrdr At-Tewzi*ivvah li Ribda Ad-Dayn Al-
A Al-Mwmnawwal bi Ad-Dard'it”, Review of Islamic Economics, Vol. 1, No. 1, 1991, him. 435-



23

Zaidi dan Mirakhor menilai stabilitas ekonomi dalam Jangka panjang
dengan dasar pemikiran bahwa sistem ekonomi Islam yang berbasis pembagian
keuntungan dan kerugian memiliki peranan menggantikan sistem yang ada saat
ini. Keduanya menggunakan model keseimbangan umum untuk menguji
sejumlah implikasi ekonomi-terbuka dari penggunaan perbankan Islam dalam
rangka menjaga pertumbuhan dan stabilitas sebuah perekonomian. Penelitian
menganalisa dampak jangka panjang dari perbankan Islam terhadap aliran modal
internasional dan kapasitas perekonomian dalam menghadapi gangguan atau
guncangan. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan moncter dinilai mampu
mengatasi masalah stabilisasi secara efektif dan‘gangguan terhadap aset keuangan
lebih dapat ditahan olch sistem keuangan Islam/*?

Mohsin meneliti tentang sejauli mana 'wakal tunai dapat digunakan untuk
pembiayaan barang dan jasadalanyrangka meri vatitasirpetanan produk keuangan
Islam. Kajian dilakukan dengan @ata primenberupa teks hadis dan data sekunder
berupa buku, artikel, jurnaly, website \dan! e=buku.| Pénelitian ini menunjukkan
bahwa potensi wakaf tunai tidak hanya berdimensi keagamaan, tetapi juga
berbagai barang dan jasa yang secara global saat ini dibutuhkan seperti
pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan aktivitas usaha, infrastruktur

dasar dan juga membuka kesempatan kerja bagi kebanyakan masyarakat. Adapun

61, (Leicestershire, Umited Kingdom: International Association of Islamic Economics and the
Islamic Foundation),

* Iqbal Zaidi dan Abbas Mirakhor, “Stabilization and Growth in an Open islamic
Economy”, Review of Isfamic Economics, Vol. 1, No. 2, 1991, him. 1-20, (Leicestershire, United
Kingdom: International Association of Islamic I:conomics and the Islamic Foundation).
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implikasi praktisnya adalah kemungkinan mengeksplorasi potensi wakaf tunai
untuk mendanai kebutuhan di berbagai sektor pada negara mayoritas ataupun

minoritas berpenduduk muslim tanpa harus membebani keuangan negara. 46

B. Kerangka Teori

Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini mencakup sejumlah
landasan teori yang telah banyak digunakan dalam menganalisis kebijakan fiskal
dalam ekonomi konvensional, kemudian diikuti landasan teori dalam ekonomi
Islam terutama pada masa awal Islam|pengeluaran pemerintah menurut kerangka
teori ekonomi Islam dan dilanjutkan dengan kerangka teori mengenai desetralisasi
fiskal dalam ekonomi Islam yang-dibangun berdasar konsep niading dan konsep
balddiyya. Penyusunan landasan teori dengaf-kérangka ini dilakukan mengingat
- adanya hubungan yang kuat dalam-tcori=teori kebijakan~fiskal dalam ekonomi
Islam dengan ekonomi konvensional serta, fakta bahwa pengeluaran pemerintah

merupakan bagian dari kebijakan-fiskabscbuah mregara,

I. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kajian-kajian terkait
kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam banyak yang memiliki keterkaitan dengan

kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi konvensional. Oleh karenanya, pada

0 Magda Ismail Abdel Mohsin. “Financing through cash-waqf: a revitalization to finance
different needs”, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,
Val. 6, No. 4, 2013, hlm. 304 - 321 (Bingley., United Kingdom: Emerald Group Publishing
Limited)
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landasan teori ini dijelaskan juga pembahasan berkaitan dengan kebijakan fiskal
dalam ekonomi konvensional. Kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional
sebagaimana dijelaskan Encyclopaedia Britannica adalah “measures employed by
governments o stabilize the economy, specifically by manipulating the levels and
allocations of taxes and government expenditures™7 atau sejumlah ukuran yang
digunakan oleh pemerintah untuk menyetabilkan perekonomian, khususnya
dengan cara mengatur tingkat dan peruntukan pajak dan pengeluaran pemerintah.
Kebijakan fiskal seringkali dikaitkan dengan kebijakan moneter karena keduanya
memiliki tujuan akhir yang relatif sama‘dalant\sebuah perckonomian.** Tujuan
yang dimaksud biasanya mencakup“penggunaan seluruh tenaga kerja dalam
perekonomian (filll employment); peningkatan| tingkat pertumbuhan ekonomi
(economic growth), dan stabilitas harga:danupah.*’

Pengertian lain mengenai kebijakan fiskal antara lain disampaikan oleh
Arnold sebagai kebijakan yang “changes in govermment expendines and/or
changes in taxes to achieve..particular_macroeconomic goals (e.g.. low
unemployment, stable prices)”*" atau kebijakan yang berkaitan dengan perubahan

pada pengeluaran pemerintah dan atau pajak untuk mencapai target

7 Encyclopedia Britannica, "fiscal policy.” Encyelopadia Britannica Ultimare
Reference Suite, {Chicago, United States: Encyclopzdia Britannica, 2012).

3 Thid.

9 Ibid.

30 Roger A. Arnold, Macroeconomics. 9¢, (Mason, United States: Cengage Learning,
2010), hlm. 116.
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makroekonomi secara khusus misalkan tingkat pengangguran yang rendah dan
harga yang stabil.

Hall dan Liberman menyebutkan bahwa kebijakan fiskal adalah “4 change
in government purchases or net taxes designed to change total output™' Atau
suatu perubahan pada pembelian pemerintah atau pajak netto yang dimaksudkan
untuk mengubah pendapatan total. Terdapat unsur baru yaitu tujuan terkait
perubahan pendapatan nasional dalam pengertian ini. Kebijakan fiskal dapat
mempengaruhi pendapatan nasional melalui dua cara yaitu dampak sisi
permintaan (demand-side effects) dan/dampak sisi penawaran (supply-side
effects).® Dampak pada sisi permintaan, terjadi dalam bentuk perubahan
pendapatan nasional karena perubahan | yang | terjadi secara langsung pada
pengeluaran pemerintah yang kemuodian(imenaikkan pendapayan nasional.
Sedangkan dampak pada sisi permintaan terjadi_secara_tidak langsung akibat
adanya perubahan pada pengeluaran.

Williamson menyampaikan pandangan yang kurang lebih serupa dengan
menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah “the government's choices over its

3 atau keputusan yang diambil

expenditures, taxes, transfers, and borrowing™”
pemerintah mengenai pengeluaran, pajak, transfer, dan pinjaman yang

dilakukannya. Pengertian ini menambahkan unsur tranfer dan pinjaman dalam

31 Robert E. Hall dan Marc Lieberman, Macroeconomics: Principles and Applications,
6% edition, (South-Western, Cengage Leaming, 2012), him. 219.

52 Ibid.

33 Stephen D. Wiltiamson, Macroeconomics, Fifth Edition, (New Jersey, United States:
Pearson Education, 2014), him. 138.



kebijakan fiskal sebagai realitas yang memang sclalu dihadapi pemerintah di
negara modern saat ini.

Berbagai pandangan di atas menunjukkan bahwa secara umum kebijakan
fiskal adalah kebijakan ckonomi yang diambil oleh pemerintah berkaitan dengan
pendapatannya melalui pajak maupun hutang dan juga pengeluarannya berupa
belanja maupun transfer yang kesemuanya bertujuan untuk mengatur roda
perekonomian agar pendapatan nasional meningkat, tingkat pengangguran
menurun, harga stabil, dan tujuan lainnya. Berdasarkan pengertian ini, maka
kebijakan fiskal merupakan alat/yang sangat penting bagi pemerintah dalam
melaksanakan tugas utamanya dalain menyejahterakan rakyat.

Adapun bagaimana kebijakan | fiskal”bekerja dalam mempengaruhi
pendapatan nasional secara umum'dapat digambarkan dalam penjelasan berikut.
Pendapatan nasional dapat)digambarkanrdalanr identitas berikut:

Y=CF+ A (X AM)

Identitas pendapatansnasional) di 'atas ‘merujuk pada model ekonomi
terbuka yang menjadi kelaziman perekonomian di dunia saat ini. ¥ merupakan
pendapatan nasional dalam suatu satuan waktu pada sebuah perckonomian.
Mengingat pendapatan nasional dapat dihitung dengan pendekatan pengeluaran,
pendapatan, dan nilai tambah, maka ¥ pada persamaan di atas juga dapat dimaknai
sebagai total produksi suatu negara maupun nilai tambah barang di suatu negara
disamping pengertian sebagai pendapatan nasional.

Unsur yang membentuk pendapatan nasional berdasarkan identitas di atas

adalah C yaitu consumption atau konsumsi, [ vaitu investment atau investasi, G



yaitu government spending atau pengeluaran pemerintah, dan (X - Af) yaitu net
export atau ekspor netto yang merupakan selisih antara barang yang dijual ke luar
negert atau ekspor, X, dan barang yang dibeli dari luar negeri atau impor, M.
Bagaimana kebijakan fiskal bekerja dapat dijelaskan dengan menggunakan
kerangka identitas pendapatan nasional. Misalnya pemerintah menaikkan
pengeluarannya, maka G akan naik dan Y juga akan naik. Sebaliknya jika
pemerintah menurunkan pengeluaran, maka Y akan turun sebagai dampak
penurunan G.

Dampak kebijakan fiskal dapat juga dilihat dari perubahan pada konsumsi.
Misalkan pemerintah menurunkan pajak untuk suvatu produk, maka C, konsumsi
produk tersebut, akan meningkat dan|dengan sendirinya meningkatkan Y.
Sebaliknya ketika pajak untuk suvatu/iproduks dinaikkan, konsumsinya akan
mengalami penurunan, sehingga Y, pun menurun, Pola yang kurang lebih sama
juga dapat diaplikasikan pada investasi maupun ekspor netto. Jika dalam suatu
perekonomian terdapat transfer-pemerintah-kepada masyarakat miskin, maka
naiknya transfer akan meningkatkan konsumsi pada masyarakat miskin dan secara
keseluruhan membuat C meningkat sehingga Y pun mengalami kenaikan.

Pemerintah suatu negara memiliki sejumlah sumber pendapatan untuk
melaksanakan kebijakan fiskal sebagaimana disebutkan di atas. Sumber utama
pendapatan pada negara di era modern adalah pajak. Pajak ini bisa berasal dari
individu masyarakat atas hasil kerja, pembelian barang, kepemilikan barang
mewah, pajak karena kepemilikan lebih dari satu barang, maupun sumber pajak

individu lainnya. Pajak dapat pula berasal dari perusahaan baik yang beroperasi



di dalam maupun luar negeri.** Sistem pajak yang baik mampu menjadi indikator
keberlanjutan fiskal suatu negara. Indikator ini antara lain dapat dilihat dari
kontribusi pajak terhadap GDP. Pendapatan pemerintah dari pajak ajak di
sejumlah negara maju seperti Prancis dan Swedia telah mencapai di atas 40%,
yaitu 44% untuk Prancis dan 49% untuk Swedia.>® Pada negara lain seperti India
dan China jumlahnya baru pada kisaran 14% dan 15%.5¢

Selain pungutan berupa pajak, pemerintah dapat pula menambahkan
retribusi sebagai sumber pendapatan. Selanjutnya, jika dinilai kurang untuk
memenuhi kebutuhan belanjanya, pemerintah dapat mencari sumber pendapatan
berupa hutang baik dengan mengeluarkan' obligasi maupun dengan meminta
bantuan negara atau lembaga keuangan internastonal. Isu penting dalam konteks
hutang pemcrintah adalah besarnya ‘beban yang akan ditanggung (debt burden)
dan generasi mendatang (fitime\generations) yangmakan ikut serta memikul beban
utang tersebut.’’ Pendapatan yafig |dipereleh ini kemudian digunakan untuk
berbagai belanja yang dilakukafi pemierintali.

Pengeluaran yang umum dilakukan dalam negara modern saat ini meliputi

Jaring pengaman sosial, keamanan nasional, kesehatan masyarakat, dan

3 N. Gregory Mankiw, Principles of Economics. Sixth Edition, (Ohio, United States:
South-Western, Cengage Learning, 2012), him. 235.

35 Ibid.
56 Ibid.
T R.A. Musgrave, “A Brief History of Fiscal Doctrine”, dalam Alan J. Auerbach dan

Martin Feldstein (eds.), Handbook of Public Economics Volume I, {Amsterdam, The Netherlands:
Elsevier B.V., 1985), hlm. 1-59.



30

pengeluaran lainnya.®® Kategori pengeluaran semacam ini adakalanya yang
bersifat pengeluaran langsung maupun pengeluaran administratif. Contoh
pengeluaran langsung untuk keamanan nasional misalnya adalah belanja
peralatan perang, persenjataan, pelatihan prajurit dan lainnya. Sedangkan contoh
pengeluaran administratif berupa biaya gaji prajurit beserta tunjangan
keluarganya dan sebagainya.

Negara dengan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang banyak, dan
memiliki kebutuhan atau tuntutan nasional lainnya kerap menerapkan kebijakan
desentralisasi, termasuk desentraljSasi fiskal: Desentralisasi fiskal dapat dimaknai

[

sebagai “an increase in taxing;audlor spending responsibilities given to

”3% atau peningkatan pada kewajiban pemungutan pajak

subnational jurisdictions
dan pengeluarannya pada wilayah kekuasaan yang lebih kecil pada sebuah negara.
Negara bagian, provinsi, kabupaten, distrik dan bentuk lainnya adalah bagian dari
pembagian wilayah kekuasaan pada.sebuah negara dalam rangka mengakomodasi
desentralisasi fiskal ini.%

Secara umum bentuk desentralisasi fiskal dapat berupa negara yang
sifatnya federalis, maupun tetap dalam negara berbentuk kesatuan. Sejumlah

negara yang termasuk dalam kategori federalis adalah Argentina, Australia,

Brazil, Canada, India, Nigeria, Rusia dan Amerika Serikat. Wilayah kekuasaan

8 N. Gregory Mankiw, Principles, hlm. 237.

% Vito Tanzi, “Pitfalls on the Road to Fiscal Decentralization”, dalam Ehtisham Ahmad
dan Vito Tanzi, Managing Fiscal Decentralization, (London, United Kingdom: Routledge, 2002),
hlm. 17-30.

80 Ihid.
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yang lebih kecil atau daerah dalam konteks negara federal memiliki pernana
penting dan otonom dalam pengelolaan keuangannya. Ketentuan mengenai
desentralisasi fiskal semacam ini dalam negara federalis biasanya termaktub
dalam konstitusi negara. Sedangkan sejumlah negara seperti China, Indonesia,
Kolombia, Italia, Spanyol dan lainnya saat ini termasuk yang memasuki masa
desentralisasi fiskal dengan beragam tingkatan kebebasan di level pemerintah
daerahnya. Selain faktor luasnya wilayah, perkembangan politik dan tekanan
publik juga dapat menjadi pemicu pelaksanaan desentralisasi fiskal yang lebih
cepat. 61

Wellisch mengungkapkan sejumlal’ manfaat dan masalah yang muncul
dalam desentralisasi fiskal. Manfaatnya berupa (a) sensitivitas pada perbedaan
preferensi wilayah, (b) terbukanya, preferensi| berdasarkan mobilitas rumah
tangga, (c) melindungi kepentingan_generasi_mendatang, dan {(d) menghalangi
perilaku mencari keuntungan secara sepihak olch pemerintah.®* Adanya kebijakan
desentralisasi dengan demikian.akan, membuat-perbedaan karakter antara satu
wilayah dengan yang lainnya dapat diakomodasi dengan lebih baik. Selain itu,
desentralisasi berpeluang menciptakan wilayah yang dinilai lebih baik kualitas

layanan ataupun lebih lengkap fasilitasnya sehingga memungkinkan suatu rumah

tangga untuk berpindah ataupun bekerja di wilayah yang lebih baik tersebut.

S Ibid.

92 Dietmar Wellisch, Theorv of Public Finance in a Federal State, (Cambridge:
Cambridge University Press, 2004), hlm. 14-17.
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Hal ini selanjutnya akan membawa perbaikan bagi generasi mendatang
baik karena dampak langsung mobilitas generasi saat ini maupun dikarenakan
kemampuan pemerintah di wilayah tertentu untuk menyusun kebijakan yang
berorientasi masa depan. Desentralisasi fiskal juga menghalangi pengelola
kcuangan di level pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan kejahatan
yang merugikan seperti korupsi dan sebagainya. Pada sistem sentralisasi
pengawasan sangat sulit dilakukan mengingat alur birokasi yang panjang.
Sedangkan ketika desentralisasi lahir, maka rakyat atau penduduk suatu wilayah
mempunyat kesempatan untuk secara langsung mengawasi pengelolaan keuangan
di wilayah mercka tinggal.

Descntralisasi fiskal juga menyimpan §ejumlah masalah yang potensial
timbul selama pelaksanaannya. Adapun masalahl yang dapat saja muncul dalam
desentralisasi fiskal adalalvbenupa (a)-alekasisumber daya-yang tidak optimal di
antara berbagai daerah, (b) mengakibatkan kempetisi tidak sehat dalam pajak
untuk faktor produksi yangwnudah~bergerak; (C) imeéngakibatkan perpindahan
beban pajak antar daerah dan juga pemanfaatan barang publik, (d) distribusi
pendapatn yang kurang optimal di dalam satu wilayah, (e) distribusi pendapatan
yang kurang optimal di antara beberapa wilayah, (f) kurang optimalnya kebijakan
stabilisasi, dan (g) derajat desentralisasi fiskal yang optimal.®?

Alokast yang tidak optimal antara lain muncul sebagai konsekuensi dai

perbedaan karakter wilayah sebelum desentralisasi dilaksanakan. Wilayah dengan

©* Dietmar Wellisch, Theory, hlm. 17-22.
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kualitas penduduk, sumber daya alam yang berlimpah, dan sarana prasana yvang
memadai tentu punya kemampuan untuk tumbuh dan berkembang secara lebih
baik. Sebaliknya daerah yang relatif terbatas atau bahkan tidak memiliki sumber
daya alam atau tingkat pendidikan penduduknya relatif rendah akan sulit bersaing
untuk menyediakan fasilitas umum yang memadai. Akibatnya penduduk di suatu
wilayah bisa jadi lebih senang tinggal di wilayah lain yang memiliki fasilitas lebih
memadai. Dapat pula terjadi penduduk di suatu wilayah lebih memilih membuka
usaha di tempat lain yang memberikan beban pajak lebih kecil.

Mobilitas penduduk yang tinggilakibat Kesenjangan kemampuan wilayah
dapat pula berimbas pada distribusipefidapatan. Penduduk dengan inisiatif tinggi
dan mampu memanfaatkan peluang dapat menjadi lebih kaya dan sukses dengan
memanfaatkan kelebihan di satu wilayah. Akibat lanjutannya adalah keinginan
awal untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan keksejahteraan, di balik
politik desentralisasi fiskal, justru. sulit diwujudkan. Dampak-dampak negatif
yang dapat muncul dalam, pelaksanaan desentralisasi fiskal selanjutnya akan
berimbas pada relevansi desentralisasi itu sendiri, apakah layak dilaksanakan atau
tidak mengingat hasilnya yang jauh dari harapan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam ekonomi
konvensional berangkat dari adanya tugas pemerintah pada sejumlah bidang
terutama pertahanan, jaminan sosial, dan lainnya. Untuk melaksanakan tugas
tersebut, pemerintah mengambil pajak sebagai sumber pendapatan utama.
Sekiranya belum mencukupi, maka utang pemerintah dilakukan dengan menjual

obligasi ataupun menerima bantuan langsung. Negara dengan jumlah penduduk
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yang besar atau wilayah yang luas, dapat dan seringkali melakukan kebijakan
fiskal yang didesentralisasikan ke wilayah arau daerah di bawah pemerintah pusat.
Tujuan utamanya agar sejumlah layanan publik dapat dilaksanakan secara lebih
optimal.

Kebijakan fiskal muncul sebagai konsekuensi pentingnya peran
pemerintah dalam suatu perckonomian. Dalam kontcks ekonomi konvensional,
yang banyak berkembang di negara dengan sistem politik liberal, peranan
pemerintah relatif sangat terbatas. Sebaliknya dalam negara berhaluan politik
sosialis, peranan pemerintah sedemikian besarnya sehingga sering mengaburkan
inisiatif individu. Jika dibandingkan dengan peranan pemerintah dalam ajaran
Islam, kedua sistem tersebut tentusaja memiliki perbedaan signifikan. Peranan
pemerintah dalam Islam berada dalam posisiyang unik diantara sosialisme dan
kapitalisme. Dalam kondisi_dimana keadaan imasyarakat yang mengalami
masalah ekonomi, pemerintah hanya akan melakukan campur tangan selama tidak
diarahkan untuk menyamaratakan kesejahtcraan sebagai ciri khas sosialisme
sekaligus juga tidak akan membatasi kebebasan individu untuk melakukan
inisiatif sebagai ciri khas kapitalisme.*

Hal ini juga didukung pandangan umum di dalam fikih Islam yang

menolak pengaturan harga kecuali dalam kasus khusus seperti ketidaksempurnaan

& Fazlurraliman, “Economic Principles of [slam”, Isiamic Studies, Vol. 8, No. 1 (March
1969), hlm. 1-8 (Islamabad: Islamic Research Institute, International Islamic University).
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pasar.®® Sclain kaitannya dengan peranan pemerintah, sistem ekonomi Islam Juga
memiliki sejumlah perbedaan dengan sistemn ekonomi lain ditinjau dari tujuannya.
Faridi menjelaskan bahwa sebuah negara Islam memiliki scjumlah tujuan sosial
ekonomi. Tujuan tersebut antara lain menegakkan keadilan atau persamaan.
pembagian kesejahteraan dalam masyarakat, meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, dan meningkatkan budaya dalam masyarakat.®® Dengan demikian,
pemerintah dalam sebuah negara dengan sistem ekonomi Islam dituntut mampu
menjaga dinamisasi antara peran aktif membangun tujuan-tujuan ekonomi
sekaligus memberi ruang bagi munculnya inisiatif masyarakat.

Peranan pemerintah tersebut'terwujud antara lain melalui kebijakan fiskal
yang digunakan untuk mengatur |dan meningkatkan perckonomian. Untuk itu,
diperlukan perangkat yang mendukung’ terlaksananya peranan pemerintah
tersebut, berupa penerimaan negara dan pengeluarannya. Kebijakan fiskal dalam
ekonomi Islam memiliki sejumlah@§umber pendapatan sebagai berikut:

1) Zakat yaitu salah sattrruktn JsTanwyding dibebatkan kepada sctiap muslim
yang telah memiliki sejumlah harta dalam waktu tertentu untuk
dikeluarkan dan didistribusikan kepada delapan asnaf sebagaimana

disebutkan dalam Q.S. At-Taubah [9] ayat 60.%7 Zakat dikeluarkan setelah

5 Muhammad Lawal Ahmad Bashar, “Price Control in an Islamic Economy™, Journal of
King Abdulaziz University: Islamic Economics. Vol. 9 (1417/1997), him. 29-52 (Jeddah, Saudi
Arabia Kingdom: King Abdulaziz University).

% F.R. Faridi, “Theory of Fiscal Policy in an Islamic State”. Journal of Research in
Islamic Economics, Vol. 1, No. 1 (1403/1983). hlm. 15-30 (Jeddah, Saudi Arabia Kingdom: King
Abdulaziz University).

67 Terjemahannya: “Sesunggulnya zakat it hanyalaoh untuk orang-orang fukir, orang
miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinve (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahava,
untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutung, uwniuk jolan Allakh dan untul orang yang



mencapai sejumlah nilai tertentu yang biasa disebut nisab, kecuali untuk

barang temuan atau rikéz. Harta yang dikenai zakat antara lain binatang

ternak, emas, perak, barang tambang, barang temuan atau harta karun, dan

hasil pertanian.®

2) Kbharjj yaitu pajak atas tanah yang dibebankan kepada pemilik lahan non-
muslim terutama pada wilayah di luar Jazirah Arabia setelah penaklukan
(fath) oleh pasukan Islam.®® Kharaj dikenal pertama kali usai Perang
Khaibar dimana Nabi Muhammad saw mengizinkan Suku Yahudi untuk
kembali menempati lahan mereka‘dengan ketentutan membayar setengah
dari hasil panen mereka.” Tingkat yang |diterapkan untuk kharzj dapat
berubah dari waktu ke waktu dan hanya diambil sekali setahun tanpa
memperhitungkan jumlah tanaman Pengambilan pajak setiap tahun ini

dikecualikan untuk kharaj al-muqgasamah yang dihitung dengan mengacu

pada tiap panen.’!

sedang dalaem  perjalanan, sebagai kewgiiban dari Allah.  Alleh  Maha Mengetahui,
Muahabijaksana.”

% Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islami, (Jakarta: Salemba
Empat, 2002), him. 198-199 dan Mohamed Aden Abdulla, “Introduction”, dalam Muhantmoud
A. Gulaid dan Mohamed Aden Abdulla, Readings in Public Finance in Istam, (Jeddah, Saudi
Arabia: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 1415 H/ 1995 M),
hlm. 18-19.

% Mohamed Aden Abdulla, “Introduction”, hlm. 20.
™ Abdul Rahman 1. Doi, “Kharij” dalam The Oxford Encyclopedia of the Islamic World,

Oxford Islamic Studies Online, diakses dari htip://www.oxfordislamicstudies.convarticle-
{opr/t1236/e0446 pada 25 Maret 2015.

"' Muhammad Akram Khan, Isiamic Economics and Finance: A Glossary, 2nd edition
(New York, United States: Routledge, 2003}, hlm. 105-109.
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3) Jizyah yaitu pajak perorangan yang dibayarkan kepada penguasa muslim
dengan jaminan keamanan dan tidak wajib mengikuti peperangan. J izyah
ditetapkan dalam Q.S. At-Taubah [9] ayat 30.7 Jizyah dikecualikan bagi
mereka yang tidak bisa atau tidak ikut berperang seperti wanita, anak-
anak, orang tua, orang yang buta, budak, dan sebagainya. Mereka yang
telah membayar jizyah, meskipun tidak menjadi muslim, mendapat
perlakuan dan perlindungan atas harta dan jiwa mereka atau dengan kata
lain merupakan pengganti pajak yang dibebankan kepada setiap muslim.”

4) Fai” yaitu harta yang diperolel-dari'musuh tanpa melalui peperangan dan
juga yang berasal dari pemberian pemerintah negara lain yang memiliki
perjanjian damai. Harta jenis ini |dipergunakan oleh pemerintah untuk
meningkatkan fasilitas, layanan maupun kepentingan publik lainnya.™
Fai” merupakan jenis pendapatan yang disebut dalam Q.S. Al-Ahzab [33]

ayat 50.7 Terdapat pula,pandangan yang, menyebutkan bahwa harta fai’

™2 Terjemahannya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari
kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya
dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allak), (yaitu orang-orang
yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak} dengan patuh sedang mereka
dalam keadaan tunduk™.

S, A. Siddiqi, Public Finance in Islam, (New Delhi, India: Adam Publishers &
Distributors, 1982), him. 94 dan Muhammad Akram Khan, Isfamic Economics and Finance, him.
il10.

¥ Muhammad Akram Khan, Islaniic, hlm. 58
" Terjemahannya: “Weahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalatkan bagimu istri-

istrimu yang telah engkau berilkun maskewinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk
apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikarunickan Allaly untukmau, ...
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mencakup pula barang-barang yang hilang, harta dari seorang tanpa
keturunan maupun benda-benda lain yang tidak diklaim pemiliknya,”

5) Ghanimah atau harta rampasan yang diperoleh dari musuh melalui jalan
peperangan. Ketentuan mengenat ghanimah ini dijelaskan dalam Q.S. Al-
Anfal [10] ayat 41.77 Berdasarkan ayat tersebut harta yang diperoleh
melalui perang 20% atau seperlimanya diberikan untuk kepentingan
agama (Allah dan Rasul beserta kerabatnya) dan kepentingan sosial (anak
yatim, orang miskin dan ibnu sabil). Sisa harta yaitu 80% atau empat
perlima diberikan kepadd cpara prajurit) Islam yang ikut berperang.”™
Sebuah estimasi memperkirakdn perolelian harta rampasan perang di masa
awal Islam baru mampuZmemenuhi “kebutuhan negara karena baru
menyumbang sekitar 2% dari pendapatan seluruh umat Islam.”

6) ‘Usyur atau sepersepuluh yaitu pajak-atas-hasil panen berdasarkan jenis
pengairan. Untuk tanah petfanian dengan pengairan, dikenakan tarit 10%
dari hasil panen, sedangkan untuk tanah’ yang bergantung pada hujan,

dikenai tarif 5%. Usyur hanya ditarik berkaitan dengan adanya hasil

7 Mohamed Aden Abdulla, “Introduction”, him. 20.

7 Terjemahannya: “Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebageai
rampaesan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin
dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami nurunkan
kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan.
Allah Mahaskuasa atus segala sesuatu™.

8 Mohamed Aden Abdulla, “Introduction”, hlm. 21 dan S. A. Siddiqi, Public, him. 106.

" Muhammad Yasin Mazhar Siddigi, “Role of Booty in the Economy during the
Prophet's Time”, Jowrnal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol. 1 (1409/1989),
hlm. 83-115 (Jeddah, Saudi Arabia Kingdom: King Abdulaziz University).
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panen, schingga dalam kondisi paceklik, jenis pendapatan ini tidak ditarik
pemerintah. Mengingat sifat ini. maka “usyur biasa digabungkan dengan

zakat atau digunakan istilah khusus yaitu zakat al-ardh.®’

Pengeluaran negara dalam ekonomi Islam telah disinggung dalam
pembahasan mengenai sumber pendapatan di atas. Harta yang diperoleh dari zakat
misalnya diperuntukkan bagi delapan asnaf, ghanimah diperuntukkan
seperlimanya bagi kepentingan agama dan sosial, dan sebagainya. Sedangkan
selain dari pengeluaran yang dikaitkan dengan sumbernya tersebut, pengeluaran
negara dalam ekonomi Islam juga térmasuk dalam hal-hal berikut:

1) Pertahanan dan keamanan negarasebagai perwujudan kedaulatan negara.
Menjaga pertahanan dan Keamvanan-dilakukan baik terhadap potensi
kekerasan dari dalam maupun ancaman dari luar negeri.® Pengeluaran
militer menduduki peran yang-sangat*penting’dalamperkembangan awal
[slam karena menjadi penyanggaiegara yang baru saja muncul. Sejumlah
lembaga bahkan munculsebagai konsektiens: dart pentingnya peranan

militer ini.

8 Alimad S. Dallal, ~'Ushr” dalam The Oxford Encyclopedia of the Islamic World,
Oxford Islamic Studies Online, diakses dari  hup://www oxfordislamicstudies.com-
farticle/opr/t236/¢0830 25 Maret 2015,

81 S. A. Siddiqi, Public, hin. 170.
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2) Administrasi pemerintahan yang meliputi gaji para gubernur, menteri, dan
pejabat pemerintahan. Pengeluaran administrasi pemerintahan ini mutlak
diperlukan untuk menjamin keberlangsungan tugas-tugas negara.®?

3) Pengadilan yang meliputi biaya peradilan, hakim, dan pejabat yang
bertanggungjawab dalam proses pengambilan keputusan kehakiman.??

4) Pendidikan yang mencakup biaya penyediaan tempat pendidikan maupun
pendidiknya.3

5) Penyediaan dan penjagaan fasilitas umum seperti infrastruktur jalan,
Jembatan, pelabuhan, dafl sebagainya\ yang menjadi prasyarat bagi

keberlangsungan kehidupan ekonomi dalam suatu negara. %’

Pengeluaran yang dilakukan negata berdasarkan sumber pemasukan yang
ada kesemuanya dimaksudkan untuk-menunaikan tanggungjawab ekonomi
negara tersebut terhadap rakyatnya. [ Tanggungjawab‘ekonomi negara mencakup
menjamin terpenuhinya kebutuhananinintalrakyat baik pria maupun wanita yang

tinggal di wilayah negaral tersebuti-menciptakan’ pertumbuhan ekonomi, dan

32 Abidin Ahmad Salama, “Fiscal Policy of an Islamic State”, dalam Muhammoud A.
Gulaid dan Mohamed Aden Abdulla, Readings in Public Finance in Isiam, (Jeddah, Saudi Arabia:
Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 1415 H/ 1995 M), hlm. 51
dan Muhammad, Kebijakan, hlm. 198-199.

83 Ibid.
8 Ibid.

53 ibidd.
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mengurangt jurang ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan antara
penduduknya

Paparan di atas menunjukkan bahwa dalam konteks ekonomi Islam,
sejumlah sumber pemasukan negara telah diatur berdasarkan Alquran beserta
tujuan peruntukan atau pembelanjaannya. Sedangkan sumber pendapatan lain
berasal dari dinamika dalam masyarakat Islam baik karena luasnya wilayah baru
yang ditaklukkan maupun tambahan jumlah penduduk muslim. Harta yang
bersumber dari berbagai jenis pendapatan ini selanjutnya digunakan untuk
beragam keperluan dengan tujuan’akhir menciptakan kesejahteraan rakyat. Dalam
melaksanakan tugas fiskal ini, pemerintah Islam tetap terikat dengan ketentuan

syariah yang membatasi mereka dari kegiatan ekonomi yang dilarang.

2. Pengeluaran Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Bagian ini membahas konsep pengeluaran pemerintah dalam ekonomi
Islam secara khusus. Pengeluaran pemerintah secara umum sangat berkaitan
dengan pendapatannya sehingga menjadi bagian integral dari kebijakan fiskal
dalam suatu negara. Dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah dikaji secara
khusus mengingat posisinya sebagai kebijakan yang dinilai lebih mendekati
realitas umat Islam modern di Indonesia. Berbeda dengan unsur-unsur dalam
pendapatan negara seperti Fai® dan Ghanimah yang meniscayakan adanya

peperangan untuk mendapatkannya, beberapa unsur dalam pengeluaran

% Muhammad Nejatullah Siddigi, Some Aspects of the Islamic Economy, (Lahore,
Pakistan: Islamic Publication, Ltd., 197®). hlm. 128-129 dan Abidin Ahmad Salama, “Fiscal™,
hlm. 54.
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pemerintah sebagaimana telah didiskusikan di atas memiliki dimensi yang tidak
membutuhkan adanya peperangan. Hal ini tentunya lebih realistik dalam konteks
umat Islam Indonesia saat ini.

Pembahasan mengenai pengeluaran pemerintah pada bagian ini merujuk
terutama pada pandangan Muhammad Nejatullahi Siddigi dalam bukunya Role of
the State in the Economy: An Islamic Perspective. Pengeluaran pemerintah
muncul sebagai bagian dari adanya tugas-tugas pemerintah, yang menurut Siddiqi
dapat dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu®’

a. fungsi yang ditugaskan oleh syariaft’secara mutlak;

b. fungsi yang diturunkan dari syarizh dengan dasar ijtihad untuk kondisi
kontemporer; dan

c. fungsi yang dibebankan kepada negard oleh suatu masyarakat melalui
mekanisme musyawarah atau. kensultasi.pada waktu dan masa yang

berbeda.

Ketiga fungsi negara ini-memliki' hubungan yang saling terkait dengan
pengeluaran negara dalam perspektif ekonomi Islam. Fungsi pertama merupakan
fungsi yang diamanahkan Alquran dan Sunnah serta disepakati oleh para ulama
terdahulu. Tanpa fungsi ini, maka suatu masyarakat tidak dapat digerakkan sesuai

dengan ajaran Islam. Sebagai contoh adalah fungsi pertahanan dan ketertiban.®®

8 Muhammad Nejatullahi Siddiqi, Role of the State in the Economy: An Islamic
Perspective, (Leicester, United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996), hlm. 46.

88 1hid., hlm. 47.
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Fungsi kedua muncul sebagai derivasi ajaran Islam dalam Alquran maupun
Sunnah melalui penggunaan logika semisal qiyas dan berdasarkan pandangan
mengenat kemaslahatan masyarakat. Fungsi ini sangat penting bagi umat namun
bisa jadi para ulama terdahulu belum sampai pada kesimpulan mengenai hal
tersebut mengingat belum adanya kebutuhan akan fungsi ini. Contoh dari fungsi
ini adalah perlindungan terhadap lingkungan yang muncul sebagai konskuensi
perkembangan zaman terutama terjadi industrialisasi dan urbanisasi.%?

Fungsi ketiga muncul sebagai konsekuensi dari kehendak atau mandat
rakyat kepada negara melalui mekanisme'musyawarah atau konsultasi. Selama
dilakukan melalui proses demokratis dandapat-dipenuhi, permintaan tertentu dari
rakyat kepada pemerintah dapat mienjadi |dasar bagi pelaksanaan fungsi negara,
Pemenuhan atas kehendak rakyat:dalam fungsi/ini juga sangat berkaitan dengan
sumber daya yang ada_pada sualu_negara serta kebutuhan biaya untuk
memenuhinya.  Sebagai contohe~ masyarakat banyak dapat saja meminta
pemerintahnya membangun_pembangkit juntuk-memenuhi kebutuhan listrik.%°
Pembangunan pembangkit ini merupakan sesuatu yang dapat meningkatkan
kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung terlaksananya ajaran-ajaran
Islam. Namun demikian, bukan berarti fungsi untuk membangun sarana
pembangkit langsung dapat dilaksanakan pemerintah, mengingat besarnya biaya

dan aspck lain harus dihitung secara terperinci.

89 Ibhidl.

N 7hid.
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Fungsi pertama dari negara menurut Siddiqi ini kemudian memunculkan
sejumlah pengeluaran pemerintah yang ditentukan oleh syariah, yaitu: a)
pertahanan; b) kepastian hukum; c) keadilan; d) pemenuhan kebutuhan dasar; e)
dakwah; f) amar makruf nahi munkar; g) administrasi sipil; dan h) pemenuhan
kewajiban sosial yang gagal dipenuhi sektor swasta. Menjaga keamanan dalam
suatu negara dengan menegakkan hukum dan keadilan yang didukung pelayanan
sipil menjadi prasyarat bagi tegaknya tatanan dalam suatu masyarakat.®' Tugas ini
dibebankan kepada penguasa sebagai pengganti Nabi Muhammad saw sehingga
masyarakat umum dilarang menegakkan hukuman terhadap pelaku kejahatan,
termasuk menggunakan hukum Islam dalam menghukum. Hanya penguasa yang
sah berhak mengatur dan mencrapkan hukum demi tegaknya keadilan dan
terhindarnya kerugian yang lebih besaf.”

Pemenuhan kebutuhan, sosial-selain—~yang. disebutkan di atas meliputi
segala upaya yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kemaslahatan dan
bersifat vital, berkaitan jdengan, kehidupan ctan bahkan Islam itu sendiri.
Kebutuhan atau kewajiban semacam ini harus dipenuhi secara kolektif. Siddigi
menggunakan istilah fardhu kifayah atau fardhu ‘ala kifavah untuk kebutuhan
sosial ini. Kewajiban semacam ini ada kalanya cukup dipenuhi dengan inisiatif
individu atau kelompok, namun sekiranya hal tersebut tidak mencukupi, maka

pemerintah wajib mengambil peran untuk memenuhinya. Kegiatan-kegiatan

o Ibid.. him. 48.

72 fbid.
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produktif seperti pembuatan makanan, baju, dan tempat tinggal adalah contoh
fardhu kifayah yang merupakan kewajiban sosial. Sekiranya pihak swasta tidak
mampu memenuhinya, maka pemerintah berkewajiban mengeluarkan anggaran
untuk pemenuhan kewajiban tersebut.”

Fungsi kedua dari tiga fungsi negara menurut Siddiqi berimplikasi pada
sejumlah pengeluaran yang diperlukan menurut tinjauan syariah dan juga
kebutuhan kontemporer. Pengeluaran dimaksud meliputi:**

a. perlindungan terhadap lingkungan;

b. persediaan barang publik/yang'diperlukan tetapi belum termasuk dalam
cakupan fungsi pertama;

¢. penelitian ilmiah;

d. pembentukan modal dan pertumbuhan-ekonomi:

e. subsidi untuk kegiatan swasta yang diprioritaskan;

f. pengeluaran yang dibutuhkan untuk kebijakan stabilisasi.

Penelitian ilmiah, "pembangunan” 'ekonemi{ ~dan kebijakan stabilisasi
menjadi kata kunci bagi upaya membangun perekonomian yang kokoh di masa
kini. Kelemahan negara-negara muslim di bidang ini menjadi salah satu penyebéb
keterbelakangan yang melanda umat Islam dunia dan ketergantungan mereka

pada negara maju yang dalam banyak aspek cenderung memusuhi Istam.”

% Ibid_, hlm. 50-51.
¥ Ibid., him. 53.

% Ibid., him. 54.
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Penelitian dan pembangunan membutuhkan belanja pemerintah yang relatif besar
untuk menggerakkan perekonomian, sedangkan stabilisasi dapat berupa
penurunan atau peningkatan belanja pemerintah sesuai kondisi ekonomi.’
Beberapa aktivitas swasta maupun individual mampu menyokong
pemenuhan kebutuhan dasar, penelitian, dakwah, maupun pembangunan
ckonomi. Aktivitas semacam ini layak pula mendapat perhatian pemerintah untuk
dibiayai melalui skema subsidi.”” Jumlah dan jenisnya tentu saja sangat fleksibel
sesual dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Industrialisasi,
urbanisasi, dan perkembangan teknologi‘di‘bidang pertanian yang dimaksudkan
untuk memajukan kehidupan manusia, kadangkala menimbulkan masalah pada
lingkungan. Padahal kelestarian lingkungan adalah anugerah Allah Swt yang
harus dijaga. Mengingat pihak “swvasta/dan individu cenderung  gagal
melaksanakan tugas menjaga, kelestarian~lingkungan~dengan baik, maka
pemerintah memiliki kewajibancuntuk anenggunakan pengeluarannya demi
menjamin tersedianya lingkungarmyang scliat-dafibersahabat bagi manusia.”®
Barang publik yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam scbuah negara
saat ini dapat berupa informasi mengenai beragam hal, mulai dari cuaca, harga
kebutuhan pokok, perkembangan obat dan sebagainya. Informasi scmacam ini

sangat urgen bagi keberlangsungan hidup masyarakat sehingga penycdiaan serta

% 1hid.

Y7 Ibid.

%8 Ihid.
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penyalurannya oleh pemerintah menjadi mutlak diperlukan. Hal serupa juga
berlaku bagi upaya melindungi masyarakat dari ancaman banjir maupun
kebakaran scbagai akibat dari masalah lingkungan. Karenya pengeluaran negara
dalam dua hal terakhir juga dibutuhkan. Kebutuhan-kebutuhan belanja negara
yang masuk dalam fungsi kedua ini memang tidak disebutkan secara eksplisit
dalam Alquran maupun Sunah, tidak juga menjadi fatwa para fugaha, namun
terdapat semangat mewujudkan maslahah yang menjadi dasar bagi pemerintah
untuk ikut ambil bagian di dalamnya.”®

Kelompok pengeluaran pemerintah yang terakhir sangat berkaitan dengan
kecenderungan masyarakat dalam;suatu wilayah atau negara. Pada dua fungsi
negara sebelumnya, muncul pengeluaran-pengeluaran yang harus dilakukan oleh
negara untuk menjaga kehidupan rakyatiya secara umum. Pada sisi lain, rakyat
dapat saja merasa peran necgara sudah cukup sehingga untuk kegiatan lain seperti
pemenuhan kebutuhan akan barang privat, aktivitas ekonomi di pasar,
perserikatan, dan aktivitas sestal-lainnya.tidak-dibutuhkan intervensi pemerintah.
Namun pada saat yang sama, selama melalui proses demokratis yang juga didasari
pertimbangan matang, rakyat dapat saja menuntut peran serta pemerintah untuk
penyediaan fasilitas atau aktivitas yang mampu mengangkat derajat hidup.'%

Selama mengandung unsur maslahah dan secara ekonomis terdapat biaya

yang realistis, pemerintah di satu negara dapat saja memenuhi tuntutan tersebut,

" thid., hlm. 55.

0 rhig., hlm. 56-57.
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meskipun di negara lain tidak dapat diwujudkan. Dengan demikian pilihan
pengeluaran pemerintah pada pelaksanaan fungsi kelompok ketiga ini bersifat
terbuka untuk didiskusikan dan dikonsultasikan. Begitu rakyat melalui
mekanisme politik atau sosial yang berlaku bersepakat bahwa negara harus
memenuhi permintaan tersebut, maka negara berkewajiban menyediakan dana
yang diperlukan termasuk mencari sumber pendanaan yang memungkinkan untuk
membiayai pengeluaran tersebut.!?!

Siddiqi juga merujuk pandangan ulama klasik di bidang keuangan publik
Islam, yaitu Abu Yusuf dalam kitab AFKharaj yang menegaskan bahwa sekiranya
penduduk pada suatu wilayah meminta penguasa mengurus kebersihan saluran air
atau memperlebar kanal dari sungai menujurlahan pertanian, maka penguasa
berkewajiban melaksanakan hal “tersebut!(Atas pelaksanaan kebersihan dan
pelebaran tersebut, pemerintah dapat. saja jnemberikan beban pajak tambahan
yvang khusus pada wilayah yang, mendapatkan manfaat paling besar dari
program.'®® Atas dasar ini.pulaskebijakan-anggaran, suatu negara tidak hanya
dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain, tetapi dapat juga berbeda
ditinjau dari sisi wilayahnya. Dengan demikian, dapat saja terdapat kebijakan
khusus bersifat lokal di suatu wilayah sehingga berimplikasi pada pengeluaran

pemerintah hanya untuk daerah tertentu tersebut.'®?

19V Ibid.. him. 57.
102 Ihidl.. hlm. 57-58.

103 1bid.. hlm. 59.
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Secara grafis ketiga jenis pengeluaran dalam ekonomi Islam di atas dapat

dijelaskan dalam gambar berikut:

Pengeluaran untuk Fungsi yang Ditugaskzm
Syariah

Pertahanan

B Kepastian Hukum

| Keadilan

| Pemenuhan Kebutuhan Dasar
| Dakwah
|
|

|
|
l
|
!
Amar Makruf Nahi Munkar j
Administrasi Sipil ]

Kewajiban Sosial yang Tidak Mampu Dipenuhi
Swasta

Pengeluaran untuk Fungsi yang Diturunkan dari
i Syariah berdasar {jtihad Kontemporer '

L Melmdungil ingkungan/Hidup

|
I Penyediaan Barang Publik |
|

[ Penelitian Ilmiah

| Pembentukan Modal dan Pertumbuhan Ekonomi I

| Subsidi di Sektor Prioritas |

| Kebijakan Stabilisasi ]

............ -

Pengeluaran untuk Fungsi-yang Dibebankan
Rakyat kepada Pemerintah dengan Musyawarah |
atau Demokrasi

Gambar 1 Jenis Pengeluaran Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Sumber: Diolah peneliti dari pembahasan atas kajian Muhammad Nejatullahi Siddiqi,
Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective, (Leicester, United Kingdom:
The Islamic Foundation, 1996), him. 46-57.
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Gambar di atas menunjukkan bahwa secara struktural, pengeluaran negara
untuk fungsi yang yang ditugaskan syariah ditempatkan sebagai yang teratas
diikuti oleh pengeluaran negara untuk fungsi yang diturunkan dari syariah dengan
dasar ijtihad untuk keadaan masa kini. Demikian pula dengan pengeluaran negara
untuk melaksanakan fungsi yang dibebankan oleh rakyat diletakkan di bagian
paling bawah. Hal ini menandakan adanya prinsip prioritas dalam pelaksanaan
tugas negara sehingga pengeluarannya pun disesuaikan dengan pilihan prioritas.
Pilihan prioritas pengeluaran dalam suatu negara ini, menurut Jalaluddin dapat
dirujuk pada konsep pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa bagi seorang
muslim.'* Konsep ini terutama berasdl darf kategorisasi tujuan syariah (nmagdasid
asy-svarl ah) yang disusun oleh Asy-Syiltibt dalam Al-Munwdfagat fi Usul Asy-

"3 Seorang muslim memiliki émpat kelompok pengeluaran untuk

Svart'ah.
pemenuhan kebutuhannya, yaitu yang bersifat.dariir?, bajt,tahsin, dan kamali.'%

Aplikasi dari kategorisasi- ini untuk pengeluaran pemerintah dalam
ekonomi Islam berimplikasi.pada-kewajiban-negara untuk mengeluarkan belanja
demi mencapai pemenuhan kebutuhan yang bersifat dariri, yaitu kebutuhan

primer yang mutlak untuk menjamin keberlangsungan hidup. Belanja negara

dengan demikian diprioritaskan untuk memenuhi keperluan paling esensial dalam

194 Abul Khair Mohd. Jalaluddin, The Role of Government in an Istamic Economy, (Kuala
Lumpur, A.S. Noordeen: 1991), him. 85.

195 Abii Ishdaq Asy-Syatibl. dl-Muwdafagat fi Usul Asy-SyarT’ah, (Al-Khubar, Al-
‘Aqrabiyyah. Arab Saudi, Dar Ibn “Affan li An-Nasyr wa At-Tauzi’: 1997), juz 2, hlm. 17.

1 Abul Khair Mohd. Jalaluddin, The Role, hlm. 85.
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masyarakat, seperti yang tergambar dalam fungsi pertama dari belanja negara di
atas. Belanja-belanja dalam kategori ini menjadi prioritas utama dan dilanjutkan
pada belanja untuk memenuhi kebutuhan /4T yaitu yang bersifat melengkapi,
kebutuhan talistn atau untuk memperindah kehidupan dan terakhir untuk
keperluan kamalt atau kemewahan.'"’

Pemerintah dalam ekonomi Islam memiliki fungsi untuk menjamin
terpenuhinya kebutuhan dasar bagi rakyatnya. Setelah hal tersebut dapat dipenuhi,
maka belanja pemerintah dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat atas barang-barang pelengkapyang\status hukumnya tidak dilarang
dalam ajaran Islam.'® Adapun mengenai banyaknya barang vang disediakan
pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh besarnya kapasitas ekonomi dan
pertumbuhan suatu negara. Jika dirasa perli] maka upaya memenuhi kebutuhan
tersebut dapat dilakukan, denganmenarik- pajak ,dati~masyarakat. Namun

demikian, perlu ditekankan bahwa- pajak srang diambil disyaratkan tidak bolch

membebani dan harus dengan sepersetujuan-rakyat;'’?

107 1hid.
108 Abu] Khair Mohd. Jalaluddin, The Role, hlm 86.
199 M.N. Siddiqi, “Public Expenditure in Islam™. Paper dipresentasikan pada International

Seminar on Islamic Economics, 6-7 Juli 1987, di Kuala Lumpur, Malaysia, dikutip dalam Abul
Khair Mohd. jalaluddin, The Role, him 86.
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3. Kerangka Teori Desentralisasi Fiskal dalam Ekonomi Islam

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengeluaran pemerintah dalam
Islam dapat berupa pengeluaran yang diamanatkan oleh rakyat melalui sebuah
sistem musyawarah atau demokrasi. Dalam konteks Indonesia, saat ini bentuk dari
amanat rakyat tersebut adalah pada otonomi daerah dengan desentralisasi fiskal
sebagai inti dari pengeluaran pemerintah ke derah. Untuk itulah pembahasan pada
bagian ini dimaksudkan untuk memberikan latar belakang dan kerangka teoritis
desentralisasi fiskal dalam Islam. Mengingat masih terbatasnya teori
desentralisasi fiskal dalam ekonomi Islam, maka bagian ini membahas kerangka
teori yang diharapkan dapat dijadikanacuan dalam menganalisa desentralisasi
fiskal sesuai tinjauan ckonomi Islam. Kerangkateori yang dibahas mengacu pada
dua konsep utama, yaitu madina dan konsep baladivva. Konsep madina secara
umum menunjukkan Karaktersentralistik yang terpusatidi-kota terutama ibukota
kerajaan atau kekhalifahan, sedangkan $afadive lebih mervjuk pada konsep
kekuasaan di wilayah yang lebilrbersifat deseritralistik; tidak di pusat kota atau
kerajaan.

Kota bagi muslim tidak saja merupakan tempat menetap untuk memenuhi
kebutuhan sehari-harn tetapi juga merupakan tempat yang didalamnya aktivitas
ibadah yang mensyaratkan kolektivitas, scpertt sholat Jumat, dapat

110

dilaksanakan. Kota dalam sejarah mushim juga ditandai sebagi pusat

"0 Gustave E. von Grunebaum. fsfam: Essays in the Nature and Growth of a Cultural
Tradition, (New York, USA: Routledge, 1955), hlin. 277.
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pemerintahan dimana pengambil kebijakan, terutama di bidang hukum Islam yang
dijabat oleh qadi, tinggal dan melaksanakan tugasnya. Pasar scbagai pusat
aktivitas ekonomi umat Islam juga biasa berada dalam sebuah kota. Masjid
sebagat salah satu pusat kegiatan keagamaan, terutama sholat Jumat, juga ada dan
biasa berada di pusatnya.'!!

Karakter kota semacam ini ditambah fakta bahwa Nabi Muhammad saw
lahir di kota Mekkah yang merupakan pusat peradaban di masanya,
mengisyaratkan watak Islam yang cenderung sentralistik dan pemeluknya yang
terikat kuat dengan kota. Sebagaimana /di masa klasik, kota menjadi pusat
aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dari ssuatu peradaban, pada masa Islam
bertumbuh, kota pun menjadi pusat perkembangan di berbagai bidang. Kota pun
menjadi sumber dan titik utama konflik-ydng kadang menjadi awal atau akhir
suatu era kekuasaan.'!?

Komposisi dalam secbuah jkota,dalam peradaban Islam seringkali
mencerminkan kondisi yanggheterogen rjika~dilihat dari sisi asal muasal
masyarakatnya. Secara umum kota-kota Islam terdiri dari tiga kelompok

penduduk, yaitu penduduk yang duduk dalam kelompok militer dan kelompok elit

penguasa; penduduk lokal; dan otoritas keagamaan.''® Kelompok militer seiring

"' André Raymond, “Madina”, dalam P. J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E.
van Donzel, dan W.P. Heinrichs, Thte Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume XII
Supplement, (Leiden, Netherlands: Brill, 2004), hlm. 551.

12 Gustave E. von Grunebaum, Zsfam, hlm. 278.

I"* Ira M. Lapidus, “The Evolution of Muslim Urban Society”, Comparative Studies in
Society and Historp, Vol. 15, No. 1 (Jan., 1973), hlm. 21-50.
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perkembangan [slam banyak diduduki oleh para budak hingga tentara bayaran
sehingga bukan merupakan penduduk asli sebuah kota. Mereka inilah yang
menentukan pimpinan formal sebuah kota sckaligus mengarahkan kebijakan yang
diambil.'"* Dalam sejumlah kasus, perubahan tampuk kekuasaan dalam kelompok
elit penguasa sebuah kota juga ikut mempengaruhi tata letak dan struktur sebuah
kota.'!®

Penduduk lokal penghuni sebuah kota biasanya berupa sekelompok suku
yang telah menetap sedemikian lama di sebuah wilayah yang kemudian menjadi
besar. Meskipun merupakan ‘putra “daerah’, ‘kelompok penduduk ini tidak
otomatis menjadi penguasa kotavyang dahulunya merupakan wilayah nenek
moyang mereka. Kalaupun merekamampu menduduki posisi puncak, kekuasaan
yang mereka miliki tetap akan dibagi-dengan pasukan militer yang beranggotakan
para budak atau tentara bayaran,''® Adapun kelompok etoritas agama sebuah kota
secara umum menjadi rujukan; terutamadalamy hukum Islam mengacu pada
pandangan mazhab yangjdianuty Pandangan cmazhab ini kadangkali cukup
beragam schingga sebuah kota Islam secara sosial sebenarnya tidaklah tunggal

dalam makna penduduknya amat beragam.'!’

14 1bid.

115 Sebagai ilustrasi kota Baghddd abad kesebelas mengalami perubahan usai pergantian
Dinasti Buwayhi ke Dinasti Saljiiq. Lihat George Makdisi, “The Topography of Eleventh Century
Bagdad: Materials and Notes (1)”, Arabica, T. 6, Fasc. 2 (May, 1959), hlm. 178-197 dan George
Makdisi, “The Topography of Eleventh Century Bagdad: Materials and notes (11", Arabica, T. 6,
Fasc. 3 (Sep., 1959), hlm. 281-309.

W16 1ra M. Lapidus, “The Evolution™, him. 21-50.

W7 Ibid.
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Meskipun keragaman menyelimuti kehidupan kota-kota Islam, secara
umum ajaran agama ini menjadi unsur penyatu identitas sebuah kota. Dengan
demikian, meskipun terdapat perbedaan warna kulit, bahasa, budaya dan lainnya
antara militer yang bukan penduduk lokal, suku-suku asli dan pemuka agama
yang diakui, Islam menjadi unsur yang mengumpulkan mereka semua dalam
sebuah kesatuan kota.''® Faktor Islam sebagai pemersatu ini yang menjadi salah
satu bagian penting dalam pembentukan budaya dalam masyarakat di sebuah kota
Islam sekaligus sebagai penghalang bagi dominasi pengaruh luar ke dalam suatu
masyarakat muslim.''?

Pentingnya Islam sebagai pemersatu masyarakat sebuah kota juga tidak
terlepas dari kondisi ekonomi dan sosial di kebanyakan kota pada umumnya.
Kota-kota utama dalam peradaban-Islani seperti Kairo, Damaskus, dan Aljazair
memiliki ketimpangan dalam_hal penguasaan kekayaan di antara penduduk.'°
Kekayaan seorang dalam kelompek kaya dibandingkan seorang dalam kelompok
miskin misalnya untuk Kaigo—-mencapai p1+10:000,, sedangkan di Damaskus
mencapai 1:3.000 pada abad ketujuhbelas.'?' Hal ini menandakan besarnya
ketimpangan yang sckiranya bukan karena faktor Islam sebagai pemersatu

tentulah menjadi sumber masalah dalam stabilitas kota.

VS Ihiel.
19 Ihid.
126 André Raymond, “Madina”, him. 552-553.

12t fbid., hlm. 553.
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Pembagian kota-kota dalam Islam dapat merujuk pada dua pola, yaitu pola
kota yang muncul secara spontan (spontaneots) atau bersifat alamiah dan buatan
(created). Kota yang bersifat alami, yaitu kota yang ketika Islam datang ke
wilayah tertentu memang telah ada sejak dulunya. Kota-kota ini biasanya
merupakan kota yang menjadi bagian dari I[slam setelah adanya pembebasan
(fath). Sedangkan kota yang sifatnya buatan berupa kota baru yang dibangun umat
Islam untuk sejumlah kepentingan. Ada kalanya kota baru ini merupakan wilayah
di dekat ibukota yang diperuntukkan bagi penguasa untuk beristirahat atau
setidaknya keluar sejenak dari keéramajan'kota)\ Kota buatan ini ada pula yang
asalnya merupakan tempat pemusatan pasukan sebelum menaklukkan suatu kota
yang lama kelamaan tumbuh menjadi kota mandiri. Selain itu penguasa Islam juga
membangun kota sebagai benteng pertahanan terhadap serangan musuh sehingga
kota jenis ini berada di perbatasan langsung.

Kota-kota dalam peradaban, Islamm c¢enderung tumbuh cepat dengan
berbagai alasan. Diantaranya watak ajaran Istameyang tidak secara kaku mengatur
kewarganegaraan seseorang yang menjadi syarat untuk masuk dan tinggal di
sebuah kota. Hal ini berimbas pada banyaknya penduduk dari luar kota, batk itu
kelompok penduduk yang nomaden atau biasa berpindah tempat, kelompok
penduduk yang secara alami bersifat barbar atau bilasa merusak untuk
mendapatkan wilayah, maupun kelompok penduduk lainnya. Alasan lain adalah

kecenderungan sesama suku untuk hidup dalam satu kompleks atau bagian kota

122 Gustave E. von Grunebaum, Isfam, hlm. 279-282.
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untuk menjaga kesatuan. Ketika sekelompok orang dalam sebuah suku yang
mencoba peruntungan hidup di kota berhasil, maka anggota sukunya yang lain
akan segera bergabung dan menempati sejumlah wilayah di kota tersebut. Hal ini
berimbas pada pola pengotakan wilayah berdasarkan kesamaan suku dan pranata
sosial yang mengiringinya.'??

Alasan lain terkait perkembangan kota juga berasal dari penguasa kota
yang biasanya membawa sejumlah pengiring baik keluarga, pengawal, pembantu
maupun para budak. Selain itu juga muncul pada pedagang, pengrajin, maupun
kelas pekerja yang mengadu nasib di keta/Kelompok pedagang biasanya mampu
menjadi bagian penting karena; mampu, mempengaruhi penguasa.'*® Pada
akhirnya kumpulan kelompok injsnembuat kota tumbuh besar dan menjadi pusat
aktivitas masyarakat. Struktur masyarakat yang demikian heterogen sebenarnya
menjadi bukti bahwa dalam sebuah. kota-lslam pola administrasi dan kekuasaan
yang baik telah ada dan bekerja, \*2

Sejumlah kota dalam-sejarah, Islamgeselain menjadi pusat aktivitas
ekonomi, sosial, dan budaya, juga menjadi ibukota yang di dalamnya aktivitas
kenegaraan diselenggarakan hingga mencapai seluruh wilayah kekuasaan. Di

masa awal [slam, Nabi Muhammad saw beserta para sahabat melaksanakan hijrah

12 Gustave E. von Grunebaum, fsfam, hlm. 294.

24 Ibid.

123 Sejumlah peneliti memang meragukan adanya administrasi kota dalam Islam untuk
mengatur masyarakat di dalamnya mengingat generasi Islam awal adalah penduduk wilayah
padang pasir dengan perdagangan sebagai mata pencaharian utama. Lihat André Raymond,
“Madina”, him. 554,
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ke kota Yatsrib yang kemudian menjadi Madmah An-Nabt (kotanya Nabi) atau
kota Madinah. Sejumlah kelompok masyarakat telah hidup di kota ini sebelum
Nabi Muhammad saw melaksanakan hijrah, yaitu suku-suku Arab seperti ‘Auz
dan Khazraj yang kemudian menjadi muslim dan disebut Ansar, Yahudi, dan
Nashrani. Para sahabat Nabi Muhammad saw kemudian disebut sebagai
Muhajirin. Gabungan sejumiah kelompok masyarakat inilah yang kemudian
menjadi satu bagian dalam masyarakat kota Madinah.

Nabt Muhammad saw kemudian menjadi pimpinan kolektif masyarakat
tersebut melalui sebuah perjanjian yang/biasa disebut Piagam Madinah. Posisi
Nabi dalam perjanjian tersebut adalalypimpinan bersama secara politik yang tugas
utamanya menjaga kesclamatan masyarakat «di kota Madinah. Sejak itu dan
terutama setelah penaklukan kota Mekkah:Madinah menjadi pusat kegiatan umat
Islam dan menjadi tujuan migrasi sejumlah.suku Badui.yang memeluk Islam.
Madinah dengan demikian menjadi.ibukota pertama Islam.

Karakter Madinah, sebagai ibukotasjuga~-mencerminkan karakter umum
kota-kota [slam sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Terdapat Masjid
Nabawi sebagai pusat aktivitas ibadah dan politik umat Islam'?® dan juga terdapat
pasar sebagai tempat aktivitas ekonomi dan budaya umat. Gambaran ini juga

nampak dengan jelas dalam Q.S. Al-Jumu’ah ayat 11 sebagai berikut:

126 Masjid di Quba merupakan masjid pertama yang didirikan Nabi Muhammad saw
setelah hijrah. Masjid ini diperuntukkan bagi pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang menjadi
kewajiban umat Islam laki-laki yang mukim. Lihat Betty Kelen. Muhammad: The Messenger of
God, (New York, USA: e-reads, 1999), hlm. 60.
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Attinya: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka
bubar untuk memyju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri
(berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan
dan perniagaan”, dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.”

Ayat ini menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad saw ditinggalkan
sebagian jamaah sholat begitu sebuah kafilah dagang lewat. Sejumlah riwayat
menunjukkan bahwa ayat ini berkaitanddengan Dihyah ibn Khalifah Al-Kalabi
yang datang dari Syam dengan; membawa” dagangan Zayt. Saat itu Nabi
Muhammad saw sedang menyampaikan khutbah Jumat.'?” Kondisi umat Islam
pada masa itu memang sedang membutuhkan makanan karena sebelumnya
ditimpa kelaparan dan’ naiknyd harga.*% Ketika~kcmudian datang kafilah
membawa barang dagangan dan parajama’ah meninggalkan sholat jumat. maka
dapat ditengarai bahwa kondisi pasardan masjid'memang tidak berjauhan. Hal ini
menandakan keberadaan masjid dan pasar sebagai pusat aktivitas umat sebagai
pola standar sebuah kota dalam peradaban Islam.

Konsep kota yang menjadi pusat peradaban dengan segala kelebihannya

i1 selanjutnya menjadi magnet bagi banyak masyarakat di sekitarnya, termasuk

127 Abii Ja’far Muhammad ibn Jarir At-Tabart, Jami' Al-Bayan ‘an Ta wil Ay Al-Qur an,
Cet. 1, ditahqiq oleh ‘Abdullah ibn Abd Al-Mubsin At-TurkT, (Kairo: Dar Llijr, Markaz Al-Buhiis
wa Ad-Dirasat Al-Islamiyyah, 2001). Juz 22, him. 644-645.

128 1hid, hlin. 646.



60

masyarakat nomaden di masa lalu yaitu suku Arab Badui. Madinah menjadi daya
tarik yang menyebabkan urbanisasi dan makin mempercepat akselerasinya tidak
hanya sebagai pusat aktivitas ckonomi, tetapi juga aktivitas politik dan
pemerintahan.'??

Berbeda dengan konsep mading yang menjadikan kota scbagai pusat
organisasi dan kehidupan masyarakt, konsep balddiyye menawarkan Konsep
pembagian kekuasaan yang dinamis kepada kota-kota kecil atau wilayah bawahan
dalam mengatur dirinya sendiri dengan tetap mengacu pada ketentuan pusat.
Konsep baladiyya ini sendiri muncul>dalam dunia Islam pertama kali di Turki
dalam konteks hubungannya dengan model pemerintahan gaya Eropa.'** Upaya
menuju model pembagian kekuasaan pemerintahan pada bagian lebih kecil mulai
dilakukan oleh Sultan Mahmad ~11(|/seiring-dengan dihapusnyva Janiseri.'”'
Inspektorat Ihtisab (itisab Nazdreti).dibentuk.pada.] 242 H/1827 M dengan tugas

menjadi pusat pengelolaan tugas tertentu seperti mengecek pasar, timbangan dan

29 M. Dawam Raharjo, “Ensiklopedia al-Qur’an: Madinah”. Jurnal Uluntil Qur un. No.
5, Vol. IV, Th. 1993, him, 52-59.

13 Bernard Lewis, “Baladiyya”, dalam H. A. R. Gibb. J. 1. Kramers, E. Levi-Provencal,
dan J. Schacht, The Encyclopaedia of Islam, New Editien. Volume 1, (Leiden, Netherlands: Brill,
1986), him. 972.

I3 Bernard Lewis, “Baladiyya”, hlm. 972 dan Mehrdad Kia, The Ouonman Empire,
(Westport, United States: Greenwood Press, 2008). hlm. 105. Jantseri sendiri merupakan pasukan
elit dalam Dinasti Turki Usmani mulai abad 14 hingga berakhir pada Juni 1826. Pasukan ini
awalnya direkrut dari anak laki-laki Kristen di Balkan dan dididik dengan disiplin tinggi sehingga
mampu menjalankan sejumlah tgas penting di militer. pemerintahan, dan lainnya. Lihat
Encyclopedia Britannica, "Janissary.” Encyelopeedia Britannica Ultimate Reference Site,
(Chicago, United States: Encyclopadia Britannica, 2012) dan Mesut Uyar dan Edward ).
Erickson, A Military History of the Ottomans : from Osman to Atamrk, (California, United States:
ABC-CLIO, LLC, 2009), hlm. 18.
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132 Kebijakan selanjutnya

takaran. Inspektorat ini dipimpin oleh para ulama.
diperkenalkan sistem kepala wilayah atau Mukhtar (headmen) untuk beberapa
bagian dalam kota Istambul. Kebijakan ini diperkenalkan pada 1245 H/1829 M
sebagai konsekuensi tidak kuatnya posisi para ulama dalam menjalankan tugas di
inspektorat.'3?

Tugas mukhtdar mencakup pencatatan jumlah penduduk laki-laki dewasa,
mencatat pergerakan dan perpindahan mereka serta sejumlah tugas administrasi
lain yang biasa dilaksanakan seorang qadi atau imam. Bentuk mukhsar sendiri
sudah dikenal dalam konteks masyarakat desa pada masa sebelumnya, tapi baru
diperkenalkan dalam konteks kota; pada masa ini. Untuk desa dengan penduduk
muslim istilah yang digunakan adalah Aoy Netkluddsi dan untuk desa Kristen
digunakan istilah Kodja Basi.'** Pada perkémbarigan selanjutnya, berdasar sebuah
dekrit di tahun 1245 H/1829 M. yang sebelumnya dipimpin oleh seorang, kini
ditambah beberapa orang schingga, menjadi, mypkhtars. Ketentuan yang diacu
mengenai mukhtar pertama,masih mengikuti-keputusan pemerintah pusat, tetapi
untuk mufhtdr kedua dan seterusnya, pemilihannya ditentukan oleh penduduk di

bagian wilayah kota bersangkutan (mahalle).'?

132 Bernard Lewis, “Baladivya”. him. 972,
133 Ibid.
'3 Ibid.

135 Ibid.
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Konsep mukhfiars selanjutnya diperkuat dengan keberadaan tokoh
masyarakat atau tetua (ikfitiyar hey'e/i) yang jumlah anggotanya antara tiga
hingga lima orang. Jika sebelumnya hanya diberlakukan di Istanbul sebagai
ibukota, sistem ini kemudian diperluas ke sejumlah kota lain di wilayah Dinasti
Turki Usmani.'*® Direktorat Bangunan Pemerintah (Ebniye-I Khassa) kemudian
didirikan yang bertujuan melaksanakan sejumlah tugas diantaranya merawat
gedung dan bangunan publik. Tugas ini sebelumnya dibebankan kepada Komisi
Kota (Shehremini) yang telah ada sejak penaklukan Konstantinopel. Komisi Kota
ini dihapus mulai 1247 H/1831 H{'*7|Pada’tahapan selanjutnya dibentuk Komisi
Kota khusus untuk Istanbul (Shekremenar) yang mendapat tugas tambahan, selain
tugas utama yang digunakan pada |Shehremini, untuk mengawasi pasar,
mengontrol harga dan lainnya.'** Konsil Kota(Shehir Medjlizi) yang terdiri dari
serikat pekerja dan para pedagang dibentuk untuk membantu tugas Komisi Kota
[stanbul.'**

Mengingat peranannya-yang. dinilai—kurang, maksimal, Komisi Kota
khusus untuk Istanbul (Shehiremenat) kemudian dirubah lagi menjadi Komisi
Kotapraja ([ntiziim-1 Shehir Komisyonu) yang salah satu anggotanya adalah

Antoine Allion seorang anggota keluarga bankir terkenal yang sudah lama

13 Ibid.

137 Ibid.

¥ 1hid.

3% 1bid .. him. 973.
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bermukim di Turki. Anggota yang lain adalah sejumlah pimpinan Armenia,
Yunani dan Komunitas Yahudi, serta tokoh muslim diantaranya Mechmed Silih
Efendi. Komisi ini memiliki tugas utama menyusun organisasi, aturan, dan
prosedur yang secara standar digunakan untuk kotapraja di Eropa.'*" Ada
sejumnlah alasan mengapa hal ini muncul, diantaranya: (a) minat masyarakat Eropa
terhadap perdagangan dan kecuangan di Istanbul meningkat dan (b) terdapat
wilayah baru sebagai perluasan kota yang membutuhkan fasilitas publik dan
layanan yang memadai.'*' Layanan tersebut misalnya berupa jalan yang memadai,
saluran air, pipa air, kebersihan jalan, lampu'penerangan, dan sebagainya.'*
Munculnya permintaan akan layanan pablik ini bersamaan dengan masa
reformasi di tahun 1854 yang kemudian melahirkan Komisi Kotapraja di atas.
Hasil kerja komisi ini kemudian dilaporkan kepada Dewan Tinggi Reformasi
(Medjlis-i ‘Alli-1 Tanzimar)! ™, beruparekomendasi-untuk membangun saluran air,
pipa air, pembersihan jalan secara berkala, perluasan jalan, penyusunan organisasi
khusus di level kotapraja untuk mengurusi keuangan daerah, pemberlakuan pajak

khusus untuk kepentingan kotapraja, dan pembentukan komisi khusus yang

0 1hid,
13 Ibid.

142 thid.

143 Reformasi di bawah Tanzimat terjadi antara 1839-1976 di saat pemerintahan Dinasi
Turki Usmani dipimpinan Abdiilmecid 1 {1839-1861) and Abdiilaziz (1861-1876), keduanya putra
Sultan Mahmid II. Lihat "Ottoman Empire,” Encyclopeedia Britannica Ultimate Reference Suire,
(Chicago, United States: Encyclopadia Britannica, 2012) Coskun Cakir, “Tanzimat™, dalam
Gabor Agoston dan Bruce Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire, (New York, United
States: Facts On File, Inc., 2009), hlm. 533-555.
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menegakkan aturan berkaitan dengan kotapraja.'* Rekomendasi Komisi ini
disetyjui oleh Dewan Tinggi Reformasi pada 1274 H/1857 M, meskipun tidak
semuanya dapat diimplementasikan.'*®

Penerapan rekomendasi ini dibatasi pada enam distrik di kota Istanbul
berdasarkan sebuah aturan (madbata) yang dikeluarkan pada 21 Rabi ul Awwal
1274 H/9 Oktober 1857 M. Aturan ini menegaskan bahwa layanan publik di
kotapraja dan perbaikanya sangatlah dibutuhkan dan harus disediakan. Beban
yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan publik ini tidak ditanggung oleh
pemerintah pusat melalui bendaharacnegara, tetapi harus dibebankan kepada
sejumlah pihak yang menerima manfaat dari,penyediaan fasilitas tersebut.'*®

Paparan mengenai konsep meading dan konsep hdaiddinia di atas
menunjukkan bahwa konsep pengelolaan kekuagaan politik dan keuangan dalam
sejarah Islam mengalami_perkembangan yang dinamis,.Di masa awal Islam
dimana persatuan dan kesatuan, umat mepjadi target utama dalam membangun
negara, maka kota tumbuh  sebagai ,pusat-kekuasaan dan keuangan. Pada
perkembangan selanjutnya, sejumlah tuntutan akan sarana dan prasarana seiring
makin luasnya wilayah membuat model baru pemerintahan tumbuh, yaitu
administrasi dalam bagian yang lebih kecil dalam sebuah kota atau munculnya

kota-kota baru. Selain itu, tuntutan ini juga disebabkan interaksi umat Islam

144 Bernard Lewis, “Baladiyya”, hlm. 973.
M3 Ihid.

146 Ibid.
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dengan bangsa lain yang lebih dahulu mengenal pembagian kekuasaan dan
keuangan dalam kota.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bagaimana pengelolaan
kekuasaan pemerintahan pada bidang kcuangan publik tidak semata menjadi
domain para ahli agama Islam (ulama) tetapi juga para profesional yang diwakili
para pedagang maupun serikat pekerja. Tidak hanya itu, muncul pula model
pemilihan anggota dewan yang bertugas menangani permasalahan publik yang
melengkapt keberadaan pejabat tertentu yang berasal dari penunjukkan yang
dilakukan penguasa tertinggi dalam-pemerintahan. Hal ini mengindikasikan
makin terbukanya sistem sosial dan politik yang kemudian berimbas pada aspek
keuangan.

Penjelasan di atas menunjukkan |baliwa konscp mading dan konsep
baladivya dapat dirujuk ,sebagai, kensep wang-dinamis. dalam menjelaskan
hubungan politik dan ekonomi antara pemerintah pusat maupun daerah. Konsep
i penting untuk ditekankan pmengingat] selamia jin\ kajian tentang dinamika
hubungan pusat daerah di Indonesia terutama setelah otonomi dacrah dan
desentralisasi fiskal belum mendapat perhatian yang serius dari para ahli ekonomi
[slam. Dari penjelasan di atas juga dapat diketahui bahwa adanya otonomi dacrah
dan kebijakan desentralisasi fiskal yang mengikutinya merupakan konsekuensi
dari dinamika politik. Otonomi daerah dengan demikian merupakan tuntutan
rakyat berdasarkan sistem demokrasi yang dilaksanakan olch pemerintah dengan
memberikan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola sumber

daya yang ada. Dalam melaksanakan otonomi daerah ini, pemecrintah
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menggunakan sejumlah dana dari pusat dan didistribusikan ke daerah. Hal ini
menandakan adanya satu bentuk pengeluaran pemerintah ke daerah untuk

memenuhi tugas negara.



BAB III
METODE PENELITIAN

Bagian in1 menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk
menjawab rumusan masalah. Metode yang dimaksud mencakup jenis penelitian
dan pendekatan yang digunakan, subjek dan objek yang diteliti, tempat penelitian
dilaksanakan beserta waktunya, variabel dan definisi yang digunakan, keabsahan

data yang digunakan, teknik pengumpulan dan analisis data.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini, jika dilihat “dart asumsi’ filosofis dasar yang digunakan
peneliti, berjenis penelitian kualitatif: Hal 1ini berdasarkan pemahaman bahwa di
dalamnya peneliti melakukan eksplorasi dan memahami kondisi suatu individu
atau kelompok dalam rangka menganalisis masalah sosial atau kemanusiaan di
dalamnya.'*” Melalui penelitian ini, peneliti melakukan analisis induktif dari data-
data yang sifatnya khusus ke data umum. Peneliti selanjutnya mengambil
kesimpulan untuk memahami dan menjelaskan makna dari data yang
dikumputkan.'

Sedangkan jika yang diacu adalah metode penelitian yang dilakukan,

maka penelitian ini masuk dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang

M7 John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quaniitative, and Mixed Methods
Approaches, Third Edition, (Los Angeles, United States: Sage Publications. Ine, 2009), him. 4.

148 bid.
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meliputi pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir
dari subjek penelitian."** Peneliti mengumpulkan data terkait kebijakan
pengeluaran pemerintah yang selama ini telah dilaksanakan pemerintah
Indonesia, kemudian diuji dengan kerangka teori ekonomi Islam tentang
pengeluaran pemerintah. Hasil analisis akhir nantinya akan menjawab apakah
pengeluaran negara yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah
sesuai dengan ekonomi Islam.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan integrasi
normatif-empiris. Pendekatan ini dimmaksudkan untuk mengkaji objek kajian
dengan sumber-sumber normatif ajaran Islam-yang telah melahirkan sejumlah
ilmu-ilmu agama, sekaligus mendekatinya dengan sumber-sumber empiris yang
ada di sekitar objek kajian yang telah melahirkan sejumlah ilmu umum."® Pada
penelitian ini, data mengenai pengeluaran. pemerintah di Indonesia akan didekati
atau dikaji dengan kerangka teori~ekonomi I[slam yang bersumber dari ajaran
Islam yang bersifat normatif sebagainana terekam dalam berbagai kitab tarikh,
fikih, pandangan ahli dan lainnya. Ajaran Islam yang bersifat normatif ini
digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai kesesuaian kebijakan fiskal dan
belanja negara di Indonesia dengan ajaran Islam sebagaimana yang membentuk
kerangka teori ekonomi Islam. Selanjutnya, hasil analisis normatif ini akan

dikaitkan dengan fakta empiris mengapa hasil semacam itu muncul dengan

9 Mudradjad Kuncoro, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti
dan Menulis Tesis, (Jakarta: Edangga, 2003), hlm. 8.

150 Akh. Minhaji, Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in
Islamic Studies, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009), hlm. 45-46 dan 59.
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menggunakan perkembangan ekonomi, sejarah, sosial, maupun politik di

Indonesia.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemerintah Republik Indonesia yang
kebijakan ekonominya akan diteliti lebih lanjut. Adapun objek penelitian ini
adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Republik
Indonesia. APBN merupakan rangkuman berbagai aktivitas keuangan pemerintah
yang mencakup penerimaan dan péngeluaran pémerintah selama satu tahun. Data
yang digunakan dalam penelitianini @dalah data pendapatan pemerintah pusat,
data pengeluaran pemerintah pusat, baik yang peruntukannya untuk pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah:-Populasidata pada penelitian ini mencakup
seluruh data APBN di Indonesia. Dari_data_yang ada sampel yang digunakan
adalah data APBN setelah masa Reformasi, yaitu mulai tahun 2000 hingga tahun
2013. Penentuan data ini didasari pada stabilitas ekonomi vang lebih baik di masa-
masa tersebut jika dibandingkan dengan menggunakan data yang mencakup di

dalamnya masa-masa krisis moneter 1997/98.

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Berikut ini dijelaskan sejumlah variabel yang digunakan pada penelitian

ini dan definisi operasionalnya.

1) kebljakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia

berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara.
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2) desentralisasi fiskal adalah pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi peningkatan tanggung
jawab daerah.

3) APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara adalah nota keuangan
yang berisi laporan keuangan pemecrintah selama tahun fiskal dari 1
Januari-31 Desember setiap tahun. Di dalam laporan ini termuat indikator
makroekonomi beserta asumsinya, pendapatan pemerintah dari berbagai

sumber dan pengeluaran pemerintah untuk berbagai keperluan.

D. Keabsahan Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari
pemerintah sehingga tidak diperlukan instrumen untuk menyusunnya agar dapat
dianalisis. Mengingat data yang diambil adalah data resmi pemerintah dan tidak
digunakan instrumen untuk menyusunnya, maka uji validitas dan reliabilitas

terhadap data tidak dilakukan, pada penelitian-ipis
E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi. Data
yang berupa nota keuangan yang di dalamnya berisi APBN diperoleh dari CD
maupun situs resm: Kementrian Keuangan RI. Data yang diperoleh selanjutnya
dipilah pada data yang berkaitan dengan pendapatan pemerintah dan sumbernya,
kemudian peruntukan atau alokasi belanja dari pendapatan tersebut. Data-data ini

ditabulasi dalam tabel-tabel dan grafik-grafik dengan menggunakan Microsoft
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Excel.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah disusun kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan
landasan teori yang telah dikembangkan sebelumnya. Data mengenai pengeluaran
pemerintah di Indonesia dari sisi jenis maupun fungsi akan diuji apakah sesuai
dengan prinsip-prinisp pengeluaran negara dalam ekonomi Islam. Hasilnya
kemudian disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan

sebelumnya.



BAB IV
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengeluaran pemerintah Indonesia dalam
tinjauan ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini berkaitan dengan
kebijakan keuangan negara yang dalam konteks kehidupan politik Negara
Kesatnan Republik Indonesia secara konstitusional telah diatur dalam Undang-
Undang Dasar dan juga Undang-Undang serta peraturan di bawahnya. Oleh
karena itu, sebelum menganalisis pengeluaran pemerintah, bagian ini akan
membahas secara singkat ketentuan perundangan yang berkaitan dengan hal

tersebut.

Ketentuan konstitusimengenai-Keuangan negata tertuang dalam Bab VI
Undang-Undang Dasar 1945 hasi, lamandemen ketiga. Pasal 33 UUD 1945
menyebutkan sejumlah ketenhtuan) mmengenar-kevangan negara inl sebagaimana
. dijelaskan dalam ayat-ayat berikut:

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.***)

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.***)

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran
dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang
lalu #**)

Selanjutnya pada pasal 23A diatur mengenai sumber pendapatan yang

72



berupa pajak dan pungutan lainnya. Hal ini antara lain tergambar dalam paparan
pasal berikut:

Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan undang-undang.**%*)

Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang, ***

Pasal 23C
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang, ***

Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan,
tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang,.***

Berdasarkan atas Bab VIII.UUD 1945, terutama Pasal 23C, inilah
kemudian disusun Undang-Undang Nefer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara yang didalamnya aturan mengenai hal-hal lain dirumuskan sccara lebih
mendctail. Pasal 11 ayat 4 dan 5 UU Noe1%/2003 menjelaskan bagaimana belanja
negara diatur sebagaimana diterangkan dalam keterangan berikut:'>!

Pasal 11
(4) Belanja negara dipergunakan untwk keperluan penyeleng-garaan tugas
pemerintahan pusat dan “pelaksanaan “perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan.daerah
(5) Belanja negara dirinci menurtt orgarisasi; fngsi, dan jenis belanja

Selanjutnya pada penjelasan undang-undang ini, dijelaskan bagaimana

belanja negara dibagi-bagi dalam kategori organisasi, fungsi, dan jenisnya.

Penjelasan untuk ayat lima adalah sebagai berikut:'>

Ayat (5)

Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan
kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat.

Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum,

51 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

152 Ibid.
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pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan
dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan
perlindungan sosial.

Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ckonomi) antara lain terdiri
dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Penjelasan dari Ayat (5) Pasal 11 UU No. 17/2003 ini menunjukkan
bagaimana belanja negara dikelompokkan. Terdapat tiga pengelompokan yaitu
menurut organisasi, fungsi, dan jenis. Menurut organisasi, belanja negara dapat
dibedakan sesuai dengan kemertrian negara atau lembaga pemerintah di tingkat
pusat. Sedangkan jika dilihat dari fungsinya, belanja negara dibagi ke dalam
sebelas kelompok belanja, yaitu< (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3)
ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5} lingkungan hidup, (6) perumahan dan
fasilitas umum. (7) keschatan, (8) panwisata dan budaya, (9) agama, (10)
pendidikan, dan (11} perlindungan sosial."Adapun belanja negara menurut sifat
ckonominya terdiri dari| belanja [pcgawai,belanja-\barang, belanja modal,
pembayaran bunga, pembayaran ‘subsidi/ hibahybantuan sosial dan belanja lain-
lain.

APBN 2005 merupakan anggaran pertama yang disusun dengan mengacu
pada pembahasan dan bentuk baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.!>® Besarnya belanja pemerintah pada

tahun anggaran ini adalah Rp387,8 Triliun dengan pembagian Rp266,2 Triliun

untuk belanja pemerintah pusat dan Rp131,5 Triliun berupa belanja untuk daerah.

133 Departenien Keuangan RI, Nota Keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran dan Belanja Negava Tahun Anggaran 2003, (Jakarta:
Departemen Keuangan RI, 2004), hlm. 74.
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Belanja pemerintah pusat dibagi ke dalam delapan bagian yaitu belanja pegawai,
belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah,
bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Adapun besarannya untuk masing-masing
bagian adalah Rp60,7 Triliun, Rp34,0 Triliun, Rp43,1 Triliun, Rp64,1 Triliun,
Rp31,3 Triliun, Rp0O, Rpl7,1 Triliun dan Rpl15,8 Triliun. Belanja untuk daerah
dibagi dalam dua kelompok yaitu dana perimbangan sebesar Rp124,3 Triliun dan
dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp7,2 Triliun. Dana perimbangan
selanjutnya dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi
umum, dan dana alokasi khusus! Besaran/dana pada ketiga bagian ini adalah
Rp31,2 Triliun, Rp88,8 Triliun dan Rp4,3 Triliun.'*

Anggaran belanja negara pada APBN-P tahun 2006 menunjukkan
peningkatan ditandai dengan kenaikan| menjadi Rp699.1 Triliun. Belanja
pemerintah pusat mencakup Rp478.,2. Triliun dan. belanja ke daerah mencapai
Rp220,8 Triliun. Belanja pemerintah pusat dibagi dalam belanja pegawai
sebanyak Rp79,1 Triliun, belanja, barang Bp56:0- Triliun, belanja modal Rp69,8
Triliun, pembayaran bunga utang sebesar Rp82,5 Triliun, dimana Rp58,2 Triliun
untuk utang dalam negeri dan Rp24,3 Triliun untuk utang luar negeri, subsidi
sebesar Rp107,6, belanja hibah Rp0, bantuan sosial Rp41,0 Triliun dan belanja
lainnya Rp42,3 Triliun. Belanja ke daerah mencakup dana perimbangan sejumlah
Rp216,8 Triliun dan dana otonomi khusus dan penyusunan yang mencapai Rp4,1

Triliun. Dana perimbangan dibagi dalam tiga kelompok dana, yaitu dana bagi

133 Ibid. hlm. 101.
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hasil sebesar Rp59,6 Triliun, dana alokast umum sebesar Rpl145,7 Triliun dan
dana alokasi khusus sebesar Rp11,6 Triliun,'>

APBN-P 2007 mencakup anggaran belanja negara yang mencapai
Rp752.4 Triliun dengan perincian untuk belanja pemerintah pusat mencapai
Rp498,2 Triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp254,2 Triliun. Belanja
pemerintah pusat meliputi belanja pegawai sebesar Rp98,0 Triliun, belanja barang
sebanyak Rp 61,8 Triliun, belanja modal sejumlah 71,7 Triliun, pembayaran
bunga utang sebesar Rp83,6 Triliun, subsidi sebanyak Rp105,1 Triliun, belanja
hibah sebesar Rp0, bantuan sosial sebanyak'Rp52,3 Triliun, dan belanja lainnya
sgjurmlah Rp25.8 Triliun. Adapun transfer ke.daerah berbentuk dana perimbangan
dan dana otonomi khusus dan peniyusunan dengan nilai masing-masing sejumlah
Rp244.,6 Triliun dan Rp9,6 Trihun:Dana peritmbangan diperuntukkan untuk dana
bagi hasil sejumlah Rp62,7 Triliun, dana alokasi umum sebesar Rp164,8 Triliun
dan dana alokasi khusus sebanyak-Rp17,1 Triliun,'%%

Belanja negara pada ARPBN-R 2008-mencapai Rp989,5 Triliun dengan
pembagian sebesar Rp697,1 Triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp292.4
Triliun untuk transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat dalam bentuk belanja

kementrian dan lembaga mencapai Rp290 Triliun, dan belanja non kementrial dan

lembaga mencapai Rp407 Triliun. Belanja non kementrian dan lembaga ini

155 Departemen Keuangan R1. Nota Keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, (Jakarta:
Departemen Keuangan R1, 2006), hlm. 82.

156 Departemen Kevangan RI, Nota Keuangan dan Anggaran dan Belanjo Negara Tahun
Anggaran 2008, (Jakarta: Departemen Keuangan RI, 2007), him. 11-50.
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sejumlah Rp94,8 Triliun diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran bunga
utang sedangkan Rp234,4 Triliun lainnya untuk subsidi. Transfer ke daerah dibagi
dalam dua kelompok, yaitu pertama dana perimbangan sebesar Rp278,4 Triliun
dimana Rp77,7 Triliun diantaranya berupa dana bagi hasil, Rp179,5 Triliun
berupa dana alokasi umum, dan Rp21,2 Triliun berupa dana alokasi khusus, dan
kedua dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp14 Triliun dengan Rp7.5
Triliun untuk dana otonomi khusus, dan Rp6,5 Triliun untuk dana penyesuaian.'’’

Belanja negara dalam APBN-P Tahun Anggaran 2009 mencapai
Rp1000,8 Triliun. Anggaran ini dibagi dalam kelompok, yaitu belanja pemerintah
pusat sebesar Rp691,5 Triliun dan'transfer ke daerah sebesar Rp309,3 Triliun.'*
Belanja pemerintah pusat untuk kementrian dan lembaga mencapai Rp327.6
Triliun dan untuk selain kementrian |dan’/lenibaga mencapai Rp372.1 Triliun.
Sedangkan transfer untuk daerah digunakan-untuk-dana perimbangan dan dana
otonomt khusus dan penyesuaianCyang masing-masing senilai Rp285,0 Triliun
dan Rp24,3 Triliun.'®

Belanja negara pada APBN 2010 mencapai Rpl1042,1 Triliun dengan
distribusi sebanyak Rp697.4 Triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp344,7

untuk transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat untuk kementrian dan lembaga

157 Departemen Keuangan RI, Neta Keuangan dan Anggaran dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2009, (Jakarta: Departemen Keuvangan RI, 2008), hlm. I1-65.

158 Departemen Keuangan Rl, Nota Kenangan dan Anggaran dun Belanju Negara Talun
Anggaran 2010, (Jakarta: Departemen Keuangan R1, 2009), him. 11-54.

1% Departemen Keuangan Rl, Data Pokok APBN 20035-2010, {Jakarta: Departemen
Keuangan RI, 2010), him. 2.
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mencapal Rp332,9 Triliun dan untuk selain kementrian dan lembaga mencapai
Rp364,4 Triliun. Sedangkan tranfer ke daerah digunakan untuk dana perimbangan
sebesar Rp316,7 Triliun dan untuk dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar
Rp28,0 Triliun.'®

Anggaran belanja negara pada APBN 2011 mencapai Rp1320,7 Triliun
dimana Rp908,2 Triliun diantaranya adalah belanja pemerintah pusat dan
Rp412,5 Triliun merupakan transfer ke daerah. Belanja yang digunakan
pemerintah pusat untuk kementrian dan lembaga mencapai Rp461.5 Triliun dan
untuk selain kementrian dan lembagalmencapai Rp446,7 Triliun. Transfer ke
daerah dalam bentuk dana perimbangan mencapai Rp347.5 Triliun dan untuk
dana otonomi khusus dan penyesugian mencapai Rp64,9 Triliun.'®!

Belanja negara dalam APBN-P/(2012 imgncapai Rp1435.4 Triliun dengan
penggunaan untuk belapja pemerintah_pusat mencapai.Rp964.9 Triliun dan
transfer ke daerah mencapat Rp470,4 Triliun. Peruntukan belanja pemerintah
pusat pada kementrian dan,Jembaga-inencapai Rp508,3 Triliun dan peruntukan
pada yang lain sejumlah Rp456,6 Triliun. Dana perimbangan dan dana otonomi
khusus dan penyesuaian yang diberikan sebagai transfer ke daerah masing-masing
mencapai Rp70,4 Triliun.'?

Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan dalam delapan jenis yaitu:

160 Kementrian Keuangan Rl, Daia Pokok APBN 2006-2012, (Jakarta: Kementrian
Keuangan RI, 2012), him. 2.

151 fbid.

62 Ihid.
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1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Barang; 3) Belanja Modal; 4) Pembayaran Bunga
Utang yang meliputi a. Utang Dalam Negeri dan b. Utang Luar Negeri; 5) Subsidi
yang meliputi a. Energi dan b. Non Energi; 6) Belanja Hibah; 7) Bantuan Sosial
yang meliputi a. Dana Penanggulangan Bencana Alam dan b. Bantuan Melalui
K/L: dan 8) Belanja Lain-lain. Belanja pemerintah pusat ini antara tahun 2005

hingga 2013 dijelaskan dalam tabel berikut:
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Bagian terbesar dari belanja pemerintah pusat selama 2005 sampai dengan
2013 adalah pada subsisi. Jumlah subsidi yang dibayar mencapai Rp120,76
Triliun pada 2005 hingga menjadi Rp317,22 Triliun pada 2013. Jika dihitung rata-
ratanya, maka selama jangka waktu tersebut, sckitar 28,97% belanja pemerintah
pusat dihabiskan untuk subsidi. Bagian terbesar kedua ada pada belanja pegawai
yang selama sembilan tahun penelitian rata-ratanya mencapai 18,67%. Bagian
terbesar selanjutnya digunakan untuk tiga pengeluaran yang memiliki rata-rata
hampir sama selama tahun penelitian, yaitu pembayaran bunga utang, belanja
modal, dan belanja barang. Ketiganya ‘masing-masing menyumbang 13.73%,
12.69%, dan 12.35% terhadap belanja pemetintah secara rata-rata.

Sisa anggaran belanja pemerintah/diguiakan untuk bantuan sosial, belanja
lain-lain, dan belanja hibah yang dalam taliun penclitian rata-rata masing-masing
mencapai 8.71%, 4.83%pdany0.06%: fKemposisi~dari masing-masing belanja

pemerintah tersebut dapat dijelaskandalam, gammbar berikut:
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Gambar 2 Belanj ntalti/': usat, 2005-2013

Sumber: Departemen Keuanga n-RIDuta-Pakolk APBN 2005-2010, (Jakarta:
Departemen Keuangan RI, 2010). hiny Mﬁ@}mtcrian Keuangan R1, Data Pokok
APBN 2007-2013, (Jakarta: Kementrian Keuangan RI, 2013), him. 4. Data diolah
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sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kesebelas fungsi tersebut selanjutnya
memiliki subfungsi masing-masing. Detail fungsi belanja negara beserta
subfungsinya dijelaskan sebagai berikut:
a. Pelayanan Umum dengan subfungsinya 1) Lembaga Eksekutif dan
Legislatit, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri; 2) Bantuan
Luar Negeri; 3) Pelayanan Umum; 4) Penelitian Dasar dan Pengembangan
Iptek; 5) Pinjaman Pemerintah; 6) Pembangunan Daerah; 7) Litbang
Pelayanan Umum; dan 8) Pelayanan Umum Lainnya,

b. Pertahanan dengan subfungsinya 1) Pertahanan Negara; 2) Dukungan
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Pertahanan; 3) Bantuan Militer Luar Negeri; 4) Litbang Pertahanan; dan
5) Pertahanan Lainnya,

Ketertiban dan Keamanan dengan subfungsinya 1) Kepolisian; 2)
Penanggulangan Bencana; 3) Pembinaan Hukum; 4) Peradilan; 3)
Lembaga Pemasyarakatan; 6) Litbang Ketertiban dan Keamanan; dan 7)
Ketertiban dan Keamanan Lainnya,

Ekonomi dengan subfungsinya 1) Perdagangan, Pengembangan Usaha,
Koperasi dan UKM; 2) Tenaga Kerja; 3) Pertanian, Kehutanan, Perikanan,
dan Kelautan; 4) Pengairan; 5) Bahan'Bakar dan Energi; 6) Pertambangan;
7) Industri dan Konstruksi; &) Transportasi; 9) Telekomunikasi; 10)
Litbang Ekonomi; dan 11) Ekonomi Lainnya,

Lingkungan Hidup dengan-subfungsinya 1) Manajemen Limbah; 2)
Manajemen Ajr Limbah;, 3)..Penanggulangan Polusi; 4) Konservasi
Sumberdaya Alam; 5) Tata-Ruang dan Rertanahan; 6) Litbang Lingkungan
Hidup; dan 7) Lingkungan Hidup, lsainnya;

Perumahan dan Fasilitas Umum dengan subfungsinya 1) Pengembangan
Perumahan; 2) Pemberdayaan Komunitas Permukiman; 3) Penyediaan Air
Minum; 4) Penerangan Jalan; 5) Litbang Perumahan dan Fasilitas Umum,;
dan 6) Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya,

Kesehatan dengan subfungsinya 1) Obat dan Perbekalan Kesehatan; 2)
Pelayanan Kesehatan Perorangan; 3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat; 4)
Kependudukan dan Keluarga Berencana; 5) Litbang Kesehatan; dan 6)

Kesehatan Lainnya,
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h. Pariwisata dan Budaya dengan subfungsinya 1) Pengembangan Pariwisata
dan Budaya; 2) Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga; 3) Pembinaan
Penerbitan dan Penyiaran; 4) Litbang Pariwisata dan Budaya; 5)
Pembinaan Olahraga Prestasi; dan 6) Pariwisata dan Budaya Lainnya,

1. Agama dengan subfungsinya 1) Peningkatan Kehidupan Beragama; 2)
Kerukunan Hidup Beragama; 3) Litbang Agama; dan 4) Pelayanan
Keagamaan Lainnya,

J. Pendidikan dengan subfungsinya 1) Pendidikan Anak Usia Dini; 2)
Pendidikan Dasar; 3) Pendidikan‘Menengah; 4) Pendidikan Non-Formal
dan Informal; 5) Pendidikan Kedinasan; 6) Pendidikan Tinggi; 7)
Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan; 8) Pendidikan Keagamaan; 9)
Litbang Pendidikan; 10) Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga; dan 11)
Pendidikan Lainnya,

k. Perlindungan Sosial dengan.subfungsinya 1) Perlindungan dan Pelayanan
Sosial Orang Sakity.dan—Caeaty.2) /Perlindungan dan Pelayanan Sosial
Lansia; 3) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan,
Perintis Kemerdekaan, Pejuang; 4) Perlindungan dan Pelayanan Sosial
Anak-anak dan Keluarga; 5) Pemberdayaan Perempuan; 6) Penyuluhan
dan Bimbingan Sosial; 7) Bantuan Perumahan; 8) Bantuan dan Jaminan
Sosial; 9) Litbang Perlindungan Sosial; dan 10} Perlindungan Sosial

Lainnya.'

163 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
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Selain sebelas fungsi di atas, terdapat sejumlah pengeluaran berdasar
fungsi yang tidak terdapat dalam referensi untuk beberapa tahun, yaitu 2007,
2010, 2011, 2012, dan 2013.'%* Tabel berikut merangkum pengeluaran berdasar

fungsi tersebut:

164 Kementerian Keuangan Rl, Data Pokok APBN 2007-2013, (Jakarta: Kementrian
Keuangan RI, 2013), hlm. 15.
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Fungsi pelayanan umum menjadi alokasi utama belanja pemerintah pusat
selama data penelitian. Pada 2005 Rp255.6 Triliun digunakan untuk funsgi ini dan
meningkat menjadi Rp720,06 Triliun pada 2013. Rata-rata anggaran yang
dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum mencapai 65,62% sclama sembilan
tahun terakhir. Fungsi dengan alokasi terbesar kedua adalah pendidikan yang
mencapat 10,56% diikuti fungsi ekonomi dengan 8,83% secara rata-rata tahunan.
Alokasi anggaran selanjutnya digunakan pada pertahanan dan ketertiban dan
keamanan yang masing-masing mencapai 4,8% dan 3,14% selama tahun
penclitian.

Fungsi kesehatan menyerap alokasi anggaran sebesar 2.15% diikuti oleh
fungsi perumahan dan fasilitas unium yang méncapai 2.14% dari total anggaran
sccara rata-rata tahunan. Selain fungsi-fungsi/di‘atas, fungsi lainnya menggunakan
kurang dari [% anggaran jpertahun: ~Untuk ; fungsi lingkungan hidup dan
perlindungan sosial besaran anggaranymenegapat 094% dan 0,8% setiap tahunnya.
Sedangkan dua fungsi terakhiry, yaitie, pariwiSata sdan budaya dan agama
menggunakan masing-masing 0,25% anggaran sccara rata-rata tahunan.

Komposisi ini dapat digambarkan dalam gambar berikut:
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Gambar 3 Belanja Pemerin(‘ih%ﬂ%ﬁﬂ}lﬁcﬂiasarkan Fungsi, 2005-2013

Sumber: Departeme NIW ER SIT)ﬁ; gg'-_’()/(), (Jakarta:
Departemen Keuangan LI) 0T0), Mmk6e=8ida cntefTe angan RI, Data Pokok

APBN 2007-2013, (Jakarta: Kcnltsilm Kc%m‘ an R1, 2013), hlm. 5-7. Data diolah

Selain untuk kc})lMQQm‘Eﬁl@ atau jenisnya, belanja

pemerintah juga diperuntukkan bagi pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal. Secara umum belanja negara untuk otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal ini diwujudkan dalam transfer yang peruntukannya untuk
dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana perimbangan
berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi
hasil berasal dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Suspen yang terjadi pada
anggaran daerah juga dimasukan dalam dana bagi hasil.

Pajak sebagai bagian dari dana bagi hasil yang didistribusikan kepada
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daerah meliputi a) pajak penghasilan; b) pajak bumi dan bangunan; c) BPHTB;
dan d) Cukai. Sedangkan bagi hasil dart sumber daya alam meliputi a) migas: b)
pertambangan umum; ¢} kehutanan; d. perikanan; dan e) pertambangan panas
bumi. Adapun dana alokasi umum yang selama ini diberikan kebanyakan berupa
DAU Murni ditambah dengan tambahan tunjangan profesi guru dan koreksi
alokasi DAU khusus Kabupaten Indramayu yang terjadi pada tahun 2010.
Besarnya transfer pemerintah ke daerah selama masa penelitian, ditampilkan

dalam tabe] berikut.
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Bagian terbesar dari transfer ke daerah adalah pada dana perimbangan
yang jumlahnya mencapai Rp143,22 Triliun pada 2005 atau 95,19% dari total
transfer. Angka ini kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp444,79 Triliun
pada 2013. Meskipun meningkat, bagian dari transfer yang masuk pada dana
perimbangan mengalami penyusutan hingga hanya sekitar 84,14% di tahun 2013,
Hal ini terjadi mengingat selam masa tersebut persentase dana otonomi khusus
dan penyesuaian juga terus mengalami peningkatan secara signifikan. Jika pada
tahun 2005 jumlahnya baru sekitar Rp7,24 Triliun, pada 2013 angkanya naik
hingga Rp83,83 Triliun. Secara petsentasé dana otonomi khusus dan penyesuaian
meningkat dari 4,81% total transfer ke daerah menjadi 15,86% selama masa
penelitian.

Secara rata-rata besarnya ‘dana -perimbangan dalam sembilan tahun
mencapai 91,54% sedangkan dana etenemiskhusus dan penyesuaian mencapai
8,46%. Peningkatan pada dana otenom khusus terutama dikaitkan dengan makin
besarnya kontribusi pemenintah-pusat,uatuk-pembangunan dacrah khusus. Jika
dahulu daerah dimaksud masih terbatas pada Nagroe Aceh Darussalam dan
Papua, kini mencakup pula Papua Barat. Adapun penjelasan grafis dari
perkembangan dana perimbangan dan dana otonomi khusus dalam transfer ke

daerah dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 4 Perkembangan DanaPeri anén dan Dana Otonomi Khusus
dan Penyesuaian dal l;n r k¢ Daerah, 2005-2013
Z

]
Sumber: Departemen KeuanganeR1, i P()& c APBN 2005-2010, (Jakarta:
Departemen Keuangan RI, 2010), h % 13 Kemdnterian Keuangan RI, Data Pokok

APBN 2007-2013. (Jakarta: Kementr M van RI, 2013), hlm. 14. Data diolah

Khusus dana @*NlM]ERlSIb@AaSperuntukkan dalam
skema dana alokasi umum (DA S}I}glAMrata—mta 65,63% selama tahun
penclitian. Adapun alokasilN@@tN&l&liAna bagi hasil yang secara

rata-rata mencapai 27,93%. Sisa dana perimbangan berupa dana alokasi khusus

yang rata-ratanya sckitar 6,44%. Dari sisi pertumbuhan, dana alokasi umum juga
mengalami peningkatan yang signifikan selama tahun-tahun penelitian, yaitu dari
Rp88,76 Triliun atau 61,98% dari total dana perimbangan pada 2005 menjadi
Rp311,13 Triliun atau 69,95% pada 2013. Peningkatan signifikan juga terjadi
pada dana alokasi khusus yang di tahun 2005 sejumlah Rp3,97 Triliun atau 2,78%
dari dana perimbangan kemudian terus meningkat hingga mencapai 7,13% atau

sejumlah Rp31,69 Triliun.
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Penurunan secara persentase pada bagian dana perimbangan terjadi pada
dana bagi hasil. Pada 2005 dana bagi hasil berjumlah Rp50.47 Triliun atau sebesar
35,25% dibandingkan total dana perimbangan. Persentase ini turun menjadi
22,92% pada 2013 meskipun angkanya meningkat menjadi Rp101,96 Triliun.

Gambar berikut merangkum perkembangan tersebut.

500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

# Dana Bagi HasilLMIaME Rus lﬁﬂ&m Khusus

Gambar 5 Perkembangan Dar!a§3g1 l4asnl, ana Alokasi Umum, dan Dana

Alokasi KhustElgzhé{., 2005-2013

Sumber: Departemen Keuangan RI, Data Pokok APBN 2005-2010, (Jakarta:
Departemen Keuangan RI, 2010), him. 13 dan Kementerian Keuangan RI, Data Pokok
APBN 2007-2013, (Jakarta: Kementrian Keuangan RI, 2013), hlm. 14. Data diolah
peneliti.

B. Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa
secara umum pengeluaran pemerintah di Indonesia selama tahun penelitian telah
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengeluaran negara dalam ekonomi Islam.
Kesesuaian ini dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah dilihat dari sisi jenis

maupun fungsi dan juga keberadaan transfer ke daerah sebagaimana dijelaskan
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pada bagian sebelumnya. Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal
merupakan jenis pengeluaran pemerintah berdasarkan jenis yang sesuai dengan
pengeluaran pemerintah dalam Islam untuk melaksanakan fungsi yang ditugaskan
oleh syariah yaitu administrasi sipil. Belanja barang dan belanja modal masing-
masing juga memiliki kesesuaian dengan pengeluaran pemerintah dalam Islam
yang merupakan bagian dari fungsi turunan syariah berdasar ijtihad kontemporer,
yaitu untuk penyediaan barang publik dan pembentukan modal dan pertumbuhan
ekonomi.

Pembayaran bunga utang sebagai bagian dari belanja pemerintah menurut
Jenis juga memiliki kesesuaian dengan belanjasuntuk kebijakan stabilitasi yang
masuk dalamn fungsi berdasar ijtithad masa kini dan diturunkan dari syariah,
Pembayaran bunga utang juga sesuai dengan kelompok pengeluaran untuk fungs
negara yang dibebankan rakyat, kepadapemerintah. Wtagg bagi scbuah negara
termasuk Indonesia adalah bagiantdari upaya ineinperoleh dana untuk menjaga
stabilitas ekonomi maupun [pémbiayaanproyck pémbangunan yang proscsnya
dilakukan melalui musyawarah berbasis demokrasi perwakilan antara pemerintah
dan parlemen.

Namun demikian perlu juga dijclaskan bahwa terdapat dua pandangan
mengenai utang negara dalam ckonomi Islam. Pandangan pertama memandang
bahwa pembiayaan yang berasal dari pihak eksternal termasuk utang adalah boleh
selama berdasarkan pada akad sesuai dengan tuntunan syariah. Sedangkan
pandangan kedua menganggap bahwa pada dasarnya sebuah negara Islam tidak

boleh mengambil utang Iuar negeri karena alasan riba dan karena dampak utang
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luar negeri terhadap kemandirian bangsa.'®

Utang dalam Islam juga harus dipahami sebagai alternatif terakhir dalam
pembiayaan pembangunan sehingga pemerintah mengambilnya sebagai
keterpaksaan dan bukan kebiasaan. Selain itu, jika pun harus mengambil utang,
maka harus dipastikan bahwa jumlahnya adalah dalam batas kemampuan untuk
membayar sehingga jika pemerintah berutang jangan sampai hal tersebut
membuat harga diri bangsa hilang di mata negara kreditor. Utang yang telah
diambil juga harus diniatkan untuk dibayar sebagai konsekuensi logis dari utang
yang telah diterima. Dalam konteks,Indonesia, memang muncul pandangan yang
menyatakan untuk tidak perlu membayar utang luar negeri mengingat manfaat
utang yang ternyata lebih banyak kembali keé| negara kreditor dibandingkan
kepada rakyat Indonesia.'%®

Berdasarkan penjelasan iniy maka-pembayaraniutang dan juga bunganya
tctap merupakan kewajiban bagi' negapa melalui pengeluaran pemerintah.
Keengganan pemerintah membayar-utangidan_binganya akan menjadi citra
negatif pemerintah secara internasional. Namun demikian, pemerintah juga patut
didorong untuk menuntaskan pembayaran utang dan bunganya diantaranya
dengan meningkatkan kemandirian dan meningkatkan etos kerja bangsa. Selain

itu, peningkatan kontribusi ekonomi syariah diantaranya melalui zakat dan wakaf

tunai juga layak diajukan sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional

165 Mitawakal, “Utang Negara Menurut lIslam”, Artikel blog dikutip dari
https://mitawakal.wordpress.com/2013/06/23utang-nepara-menurut-islam/ pada 7 Agustus 2015.

186 Irfan Syauqi Beik, “Utang Negara dalam Syariah”, Artikel blog dikutip dari
http:/firfansb.blogdetik.com/2009/07/01 /utang-negara-dalam-syariah/ pada 7 Agustus 2015.
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agar terbebas dari utang luar ncgeri.'’

Subsidi sebagai pengeluaran pemerintah juga sesuai dengan pengeluaran
untuk fungsi yang diturunkan dari syariah berdasar ijtihad kontemporer yaitu
pengeluaran pada sektor-sektor prioritas yang tidak dapat dipenuhi dengan biaya
swasta saja. Subsidi juga dapat dikaitkan dengan pengeluaran untuk fungsi yang
ditugaskan syariah mengingat penggunaanya dapat mendukung pemenuhan
kebutuhan dasar. Subsidi untuk energi yang merupakan salah pengeluaran
dominan dalam belanja pemerintah memiliki peran penting pula dalam
menggerakkan roda perekonomian-'dan” penyediaan fasilitas publik yang
merupakan kebutuhan masyarakat: SubsidijinD memungkinkan rakyat Indonesia
memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor yang menjadi sarana utama
dalam aneka kegiatan ckonomi dan/sosial!/Subsidi energi juga memungkinkan
tersedianya fasilitas industri dan perdagangan dengan kebutuhan energi sebagai
bahan bakar.

Belanja hibah meskipun-porsinya relatif sangat kecil dalam pengeluaran
pemerintah memiliki kesesuaian dengan pengeluaran untuk fungsi yang
ditugaskan syariah maupun pengeluaran untuk fungsi yang diturunkan dari
syariah berdasar ijtihad kontemporer karena sifatnya yang fleksibel. Penggunaan
belanja hibah ini antara lain dapat dialokasikan pada belanja untuk kewajiban
sosial yang tidak mampu dipenuhi swasta, melindungi lingkungan hidup, maupun

penyediaan barang publik. Belanja hibah juga dapat dianggap sesuai dengan

157 Ihid.
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pengeluaran untuk fungsi yang dibebankan rakyat kepada pemerintah dengan
musyawarah atau demokrasi, seperti bantuan untuk negara lain yang merupakan
bagian dari kepedulian terhadap kemanusiaan.

Belanja sosial bersama dengan belanja lain-lain berkesesuaian dengan
bentuk-bentuk pengeluaran berdasarkan fungsi yang ditugaskan syariah seperti
administrasi sipil dan kewajiban sosial yang tidak mampu dipenuhi swasta. Kedua
pengeluaran ini juga sesuai dengan pengeluaran sebagai fungsi turunan syariah
berdasar ijtthad kontemporer yaitu pada penyediaan barang publik dan kebijakan
stabilisasi. Hal ini mengingat kedua belaitja‘ini dapat digunakan pada saat terjadi
bencana alam untuk mengatasi| imasalah Jyang timbul setelah, administrasi
pelaksana tugas, membangun kenibali fasilitas fisik yang rusak serta menjamin
keberlangsungan kehidupan pascabencanal

Sccara grafis hubungan, antara-belanja pemerintah-di Indonesia dengan
belanja berdasarkan fungsi negaradalam ckonomi Islam dapat dijelaskan dalam

gambar berikut:
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Gambar 6 Belanja Pemerintah Menurut Jenis dan Kesesuaiannya dengan
Ekonomi Islam

Sumber: Diolah peneliti dari hasil pcmbahasan.

Belanja pemerintah berdasarkan fungsi yang paling besar yaitu untuk
pelayanan umum merupakan pengeluaran yang sesuai dengan administrast sipil,
penyediaan barang publik, maupun pengeluaran yang dibebankan rakyat kepada
pemerintah. Fungsi belanja untuk administrasi sipil antara lain tergambar pada
subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal, serta urusan luar

negeri dan subfungsi pelayanan umum lainnya yang mendominasi pengeluaran.
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Pelayanan umum sebagai substansi fungsi pengeluaran pemerintah juga menjadi
kontributor dalam penyediaan layanan jasa kepada masyarakat sebagai bentuk
barang publik, terutama yang disalurkan melalui kementrian dan lembaga.
Melalui fungsi pelayanan umum pula, anggaran pembangunan daerah yang
merupakan bagian dari pelaksanaan aspirasi rakyat melalui sistem demokrasi

dapat diwujudkan. Secara grafis, hubungan ini tercermin dalam gambar berikut.

Pengeluaran untuk Fungsi yang
Ditugaskan Syariah

] Pertahanan I
| Kepastian Hukum |
Pengeluaran Menurut Fungsi | Coadin |
| Pelayanan Unum | | Penwenuhan Kebutuhan Dasar ]
I Dakwah I
P =
| ertahananl | Amar Makrut Nabi Munkar I
I Ketertiban dan Keamanan | » Administsi Sipil |
- Kewajibin Sosial vang Tidak
| Ekogomi l Mampu Dipenuhi Swasta
! Lingkungan idup e e R
: Drturunkan dari Svariah berdasar
| Perumahan dan Fasilitas Urnum | fjitihad Kontemporer 4
| Kesehatunl | Melindungi Lingkungun Hidup l
== Penyedinan Barang Publik I
] Pariwisata|
[ Penclitian llmiah |
l Agama | Pembentukan Modal dan
Pertumbuhan Ekonomi
Pendidikan — —
| I [ Subsidi di Scktor Prioritas |
Perlindungan Sosial | Kcbijakan Stabilisasi I
J
Pengeluaran untuk Fungsi yang

= Dibehankan Rakyat kepada Pemerintah
i dengan Musyawarah atau Demokrasi

Gambar 7 Belanja Pemerintah untuk Fungsi Pelayanan Umum dan
Kesesuaiannya dengan Ekonomi Islam

Sumber: Diolah peneliti dari hasil pembahasan.
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Fungsi pertahanan dalam pengeluaran pemerintah juga sesuai dengan
tinjauan ekonomi Islam terkait pengeluaran negara. Pengeluaran jenis ini menjadi
pengeluaran pertama dalam melaksanakan fungsi negara yang diamanatkan
syariah. Selain itu, pengeluaran pada fungsi ini sekaligus menjadi pengeluaran
dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban, pemenuhan kcbutuhan dasar,
serta menegakkan keadilan dalam kontcks militer. Mengingat posisi militer yang
tidak semata menjaga keamanan negara, belanja untuk fungsi pertahanan juga
berimbas pada pengeluaran untuk kewajiban sosial yang tidak mampu dipenuhi
swasta, seperti bantuan di saat terjadi bencana maupun keterlibatan aktif Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dalam’ mcnyukseskan tugas pemcrintah lainnya.
Gambar berikut memberikan gambaran sétara grafis bagaimana fungsi
pertahanan int memiliki kesesuaian®dengan pandangan ckonomi Islam tentang

belanja negara.



»| Pertahanan

# Kepastian Hukum

Pengeluaran Menurat Fungsi

» Keaditan

» Pemenuhan Kebutuhan Dasar

I Pelay wan Umum I

| Dakwah

I Pertahanan |—

[ Amar Makrui Nahi Munkar

I Ketertiban dan Keamanan | | Administrasi Sipil
l E—— ' | Kewajiban Sesial yvang Tidak
Ronoami Mampu Dipenuhi Swasta
l Linghungan ”id“PI Pengeluaran untuk Fungsi yang
Diturunkan dari Syariah berdasar
| Perumahan dan Fasilitas Umuom I Ijtihad Kontemporer
| Kesehatan | { Melindungj Lingkungan Hidup |

| Penycdiaan Barang Publik |

| Parinisata |

[ Penelitian llmiah |

| Agama l Pembentukan Modal dan
Pertumbuhan Ekonomi

[ I’unditlikun[

| Subsidi di Sektor Prioritas |

[ Perlindungan Snsiu]J [ Kcbijukan Stabilisasi |

i Pengeluaran untuk Fungsi vang :
i Dibcbankan Rakyat kepada Pemerintah
i dengan Musyawarah atau Demokrasi |

Gambar 8 Belanja Pemerintah untuk ‘Fungsi Pertahanan dan
Kesesuaiannya dengan Ekonomi Islam

Sumber: Diolah peneliti dari hasil pembahasan.

Belanja pemerintah untuk fungsi ketertiban dan keamanan mencakup
banyak dimensi pengeluaran yang sesuai dengan ajaran syariali maupun turunan
darinya, seperti kepastian hukum, keadilan, amar makruf nahi munkar,
administrasi sipil, dan penyediaan barang publik. Empat fungsi pertama, yattu
kepastian hukum, keadilan, amar makruf nahi munkar, dan administrasi sipil
dapat dirujuk pada pengeluaran untuk subfungsi kepolisian, pembinaan hukum,

peradilan, lembaga pemasyarakatan maupun ketertiban dan keamanan lainnya.
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Adapun untuk penyediaan barang publik dapat dilihat dari belanja subfungsi-
subfungsi yang disebutkan sebelumnya ditambah khususnya subfungsi
penanggulangan bencana. Gambaran bagaimana hubungan antara belanja pada

fungsi ini dan kesesuaiannya dengan ekonomi Islam dijelaskan pada gambar

berikut.
Pengeluaran untuk Fungsi yang
Ditugaskan Syariah
| Pertahanan |
——-—#I Kepastian Hukum |
Pengeluaran Menurut Fungsi -
—{ Keadilan |
| Pemenuhan Kebutuhan Dasar |
I Pelayanan Umum |
| Dukwah I
Pertahanan _ -
I ! *Plimur Makrut Nahi Muonkar |
{ Ketertiban dan Keamanan — *| Administrasi Sipil I
I Tk - I Kewnjiban Sosial vang Tidak
Qo Mampu Dipenuhi Swasta
|_ Lingkungan Hidupl Pengeluaran untuk Fungsi yang o
¢ Diwrunkan darei Syariah berdasar
| Perumahan dan Fasilitas Umum | jti ontemporer
l Kesehatanl | Melindungi Lingkungan Hidup |
— | Penyediaan Barang Publik |
l Pariwisata |

| Penclitian Hiiah |

! Agama | Pembentukan Modal dan
Pertumbuban Ekonomi

| Pendidikan |

| Subsidi di Sckior Prioritas |

[ Perlindungan Sosial | [ Kebijakan Stabilisasi |

; Pengeluaran untuk Fungsi yang :
i Dibebankan Rakyat kepada Pemerintah |
.. dengan Musyawarch atay Demokrasi_{

Gambar 9 Belanja Pemerintah untuk Fungsi Ketertiban dan Keamanan
dan Kesesuaiannya dengan Ekonomi Islam

Sumber: Diolah peneliti dari hasil pembahasan.
Belanja untuk fungsi ekonomi memiliki banyak subfungsi yang sesuai

dengan prinsip belanja berdasarkan ckonomi Islam baik pada kelompok
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pengeluaran untuk fungsi yang ditugaskan syariah maupun pada kelompok
pengeluaran untuk fungsi yang diturunkan dari syariah berdasar ijtihad
kontemporer dan kelompok pengeluaran untuk fungsi yang dibebankan rakyat
kepada pemerintah dengan musyawarah atau demokrasi. Belanja ekonomi pada
berbagai subfungsinya terutama sekali akan memenuhi kewajiban pemerintah
untuk administrasi sipil, kewajiban sosial yang tidak mampu dipenuhi swasta,
penyediaan barang publik, subsidi di sektor prioritas, pembentukan modal dan
pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan stabilisasi serta kewajiban pengeluaran
lainnya. Gambar berikut menyajikan'gambaran ‘secara grafis bagaimana belanja

untuk fungsi ekonomi memiliki kesesuaian dengan ekonomi {slam,
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Pengeluaran untuk Fungsi yung
Ditugaskan Syarizh

[ Pertahanan |
---------- ey | Kepastian 1 Tukum I
Pengeluaran Menurut Fungsi [Keadil I
cadilan
i . . ) DRy
I Pelay anan Unmam | [ Pemenuhan Kebutuhan Dasar |
[ Dakwah ]
Pertahanan
r Ll | | Amar Makrul’ Nahi Munkay |
Ketertiban dan Keamanan | »| Administrasi Sipil |
r TR : | Kewajibun Sosial vang Tidak
zxonomi Mampu Dipenuhi Swasta
I Lingkungan Ilidup | *Pengeluaran untuk Fungsi yang |
_ Diturunkan dari Syariah berdasar
Perumahan dan Fasilitas Umum I [jtihad Kentemporer
L Kcschawnl | Meclindungi Lingkungan 1idup I
— =I Penyediaan Barang Publik |
[ Pariwisata |
| Penelitian Timiah |
I Agama | .| Pembentukan Modal dan
Pertumbuhan Ekonomi
[ Pendidikan | — —
| Subsidi di Schtor Prioritas |
( Perlindungan Sosial | »| Kcbijakan Stabilisasi ]

Pengeluaran untuk Fungsi vang ;
¢ Dibebankan Rakyat kepada Pemerintah |
i dengan -arah ata i

Gambar 10 Belanja Pemerintahuntuk Fungsi Ekonomi dan Kesesuaiannya
dengan Ekonomi Islam

Sumber: Diolah peneliti dari hasil pembahasan.

Belanja pemerintah untuk fungsi lingkungan hidup beserta subfungsinya
memiliki kesesuaian dengan pengeluaran pemerintah dalam ekonomi Islam yang
dipcruntukkan bagi perlindungan lingkungan. Belanja pemecrintah untuk
perlindungan lingkungan merupakan salah satu pengeluaran untuk memenuhi
fungsi negara yang diturunkan dan ajaran syariah dengan ijtihad kontemporer.
Selain itu, belanja pada fungsi lingkungan hidup juga akan berdampak pada

penyediaan barang publik berupa lingkungan yang sehat dan juga pada
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pemenuhan kewajiban sosial yang gagal dipenuhi swasta. Dalam konteks
masyarakat yang makin kritis terhadap lingkungan, pengeluaran pada subfungsi
lingkungan hidup juga dapat memenuhi fungsi negara sebagai tuntutan rakyat
kepada pemerintah melalui mekanisme demokrasi. Hubungan antara pengeluaran
untuk fungsi lingkungan dan pandangan ekonomi Islam tentang pengeluaran
negara dapat digambarkan dalam gambar berikut.

Pengeluaran untuk Fungsi yang
Ditugaskan Syariah

I Pertahanan

| Kepastion Hukum

Pengeluaran Menurut Fungsi [ Keadil
cadilan

Pelayanan Umun |

Pertahanan |

Ketertiban dan Kcamanan |

Ekonomi |

Lingkungan Hidup ——

Perumahan dan Fasilitas Uinum |

Keschatim |

| Pemenuhan Kebutuhan Dasar

| Dakwah

Mnn r Makrut” Nahi Munkar

| Administrasi Sipil

SN I T Oy I N ) N N I

Kowujiban Sosial yang Tidak

I Mampu Dipenuhi Swasta

Pengeluaran untuk Fungsi yang
Diturumkan dari Syariah berdasar

ljtihad Kontemporer

> Melindungi Lingkungan Hidup

‘—‘I Penyediaan Barmng Publik

| Pariwisata l

{ Penelitian 1miah |
| Agama ' Pembentukan Modal dan
Pertumbuhan Ekonomi
| Pendidikan |

[ Subsidi di Scktor Prioritas |

| Perlindungan Sosial | | Kcbijakan Stabilisasi |

Pungcluumn untuk Fun gsi yang
: ! Dibebankan Rakyat kepada Pc,m(,nntah
. dengan Musyawwarah ata Demokeasi

Gambar 11 Belanja Pemerintah untuk Fungsi Lingkungan Hidup dan
Kesesuaiannya dengan Ekonomi Islam

Sumber: Diolah peneliti dari hasil pembahasan.

Belanja berdasarkan fungsi selanjutnya adalah untuk perumahan dan
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fasilitas umum. Fungsi ini dan subfungsi di bawahnya sesuai dengan pengeluaran
untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan juga kewajiban sosial yang tidak dapat
dipenuhi oleh swasta sebagai dua pengeluaran untuk memenuhi fungsi negara
berdasarkan perintah syariah. Fungsi int terutama pada subfungsi penyediaan air
minum dan subfungsi penerangan jalan serta subfungsi perumahan dan fasilitas
umum lainnya juga sesuai dengan belanja untuk penyediaan barang publik dan
subsidi di sektor prioritas yang diamanatkan oleh fungsi negara sebagai turunan
ajaran Alquran dan Sunnah berdasar ijtihad masa kini. Pada gambar berikut,
hubungan antara belanja pemerintah untuk fingsi perumahan dan fasilitas umum
dengan pandangan ckonomi Islam mengenai pengeluaran pemerintah dapat

dilihat dengan jelas.
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Pengeluaran untuk Fungsi yang
Ditugaskon Syariah

| Pertahanan

|_chusliam [Tukum

Pengeluaran Menurut Fungsi

[Keadilan |
—-—bll" :nuhan Ko an Dasar
[ Pefay aman Unmam | cmenuhan Kebutuhan Dasa
| Dakwah |
Pertaf th " T
L il mn'm] [ Amar Makrul Nahi Munkar |
[ Ketertiban dan Keamanan | [ Adwinistrasi Sipil |
I T . I | Kewujiban Sosial vang Tidak
XKoo Mampu Dipenuhi Swasta
[ Lingkungan Hidup | | Pengeluaran untuk Fungsi yang |
i Ditrunkan dari Syarigh berdasar
I Perumahan dan Fasilitas Umum I ljtihad Kentemporer
I Keschatan | [ Melindungi Lingkunpan Hidup |
— H=5————| Penyediaan Barng Publik |
[ Puriwisata |
l Penclitian [Tmiah I
I Agama | Pembemukan Modal dan
Pertumbulian Ekonomi
| Pendidikan | ————— —
—*] Subsidi di Sektor Priornas ]
Perlindungan Sosial l [ K ebijahan Stabilisasi |

; Pengeluaran untuk Fungsi vang
{ Dibebankan Raksat kepada Pemerintat
i dengan Musyawarah atau Denwkrasi

Gambar 12 Belanja Pemerintah untuk/Fiingsi/ Pexumahan dan Fasilitas
Umum dan Kesesuaiannya déngan Ekonomi Islam

Sumber: Diolah peneliti dari hasil pembahasan.

Belanja kesehatan beserta subfungsi di dalamnya merupakan bentuk-
bentuk pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara sekaligus
kewajiban sosial yang tidak mampu dipenuhi swasta sesuai dengan fungsi negara
yang ditekankan oleh syariah. Selain itu, belanja pada fungsi ini juga merupakan
bagian dari penyediaan barang publik dan subsidi di sektor prioritas yang menjadi
perintah tidak langsung syariah sebagai hasil ijtihad para ahli di masa kini. Belanja

pada subfungsi kependudukan dan keluarga berencana misalnya merupakan
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bentuk ijtthad kontemporer yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia. Fungsi keschatan juga memiliki kesesuaian dengan pengeluaran

negara untuk memenuhi fungsi yang dibebankan rakyat kepada pemerintah

mengingat tuntutan akan fasilitas kesehatan yang memadai tcrus meningkat

terutama di daerah. Belanja kesehatan pemerintah dan hubungannya yang sangat

berkaitan dengan pandangan ekonomi Islam tentang pengeluaran negara

dijelaskan dalam gambar berikut ini.

Pengeluaran Menurut Fungsi

Pelayanan Umumn |

Pengeluaran untuk Fungsi yang
Ditugaskan Syariah

| Pertahanan

[ Kepastian Hukum

[ Keadilan

#{ Pemenuhan Kebutuhan Dasar

[ Dakwah

[ Amar Makruf Nahi Munkar

[ Administrasi Sipil

=[\Keewajiban Sosial yang Tidak

Pertahanan I

[ Ketertiban dan Kcumunun]
Ekonomi ]

I_ Lingkungan Hidup]

Perumahan dan Fasilitas Uium |

Keschatan I—-

"| Mampu Dipenuhi Swasta

| Pengeluaran untuk Fungsi yang
Diturunkan dari Syariah berdasar
ljtihad Kontemporer

| Melindungi Lingkungan Hidup |

Pariwisata I

Agama |

Pendidikan |

=|' Penyediaan Barang Publik |

[ Penelitian 1imiah |

Pembentukan Modal dan
Pertumbuhan Ekonomi

»| Subsidi di Sektor Pricritas |

Perlindungan Sosial |

[ Kebijakan Stabilisasi |

s Pengeluaran untﬂf( Fungsi yang~
i Dibebankan Rakyat kepada Pemerintah |

Gambar 13 Belanja Pemerintah untuk Fungsi Kesehatam dan
Kesesuaiannya dengan Ekonomi Islam

Sumber: Diolah peneliti dari hasil pembahasan.



110

Belanja berdasarkan fungsi pariwisata merupakan bagian dari pengeluaran
untuk memenuhi fungsi negara pada pengeluaran untuk penyediaan barang publik
dan pembentukan modal dan pertumbuhan ekonomi. Barang publik yang
discdiakan melalui belanja negara berdasarkan fungsi pariwisata tidak semata
berbentuk lokasi wisata dan fasilitasnya, tetapi juga ruang terbuka untuk olahraga,
pembinaan pemuda. dan juga informasi untuk kepentingan publik. Fungsi ini juga
berkaitan erat dengan dinamika demokrasi yang membuat masyarakat makin
membutuhkan sumber informasi beserta perangkat pendukungnya dalam
mengambil keputusan baik pada/bidarg politik, sosial, dan ekonomi maupun
lainnya. Gambar di bawah ini menjelaskan hubungan antara fungsi pariwisata
dart pengeluaran pemerintah dengan pandangan ekonomi Islam tentang belanja

negara.
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Pengeluaran untuk Fungsi vang
Ditugaskan Syariah

[ Pertahanan

[ Kepastian Hukum

| Keadilan

Pengeluaran Menurut Fungsi

[ Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pelay anan Umuem |

[ Dakwah

Pertalanan |

| Amar Makruf Nahi Munkar

Kelertiban dan Keamanan | | Administrasi Sipil

T - I Kewajiban Sosial yang Tidak
xononu Mampu Dipemihi Swasta
Lingkungan flidwp] {77 P -c;ngeluaran untuk Fungsi yang

Diturunkan dari Syariah berdasar
Perumahan dan Fasilitas Uinum | Ijtihad Kontemporer
Kesehatan | [ Melindungi Lingkungan Hidup |
ol P ; i
— * Penyediaan Barang Publik |
Pariwisata I————
[ Penelitian limiah |
AQW““l o| Pembentukan Modal dan
| Pertumbuhan Ekonomi
Pendidikan
- [ Subsidi di Sektor Prioritas |
Perlindungan Sosial I { Kebijukan Stabilisasi |
.......... Pcngcr'rlwli'z;rzm untuk Fungsi yang

» Dibeba

Gambar 14 BelanjasPemerintah wntuk Fungsi Pariwisata dan
Kesesuaiannya dengan Ekonomi Islam

Sumber: Diolah peneliti dari hasil pembahasan.

Belanja untuk fungsi agama beserta subfungsinya yang jumlahnya sangat
kecil dibandingkan belanja lain memiliki kesesuaian dengan pengeluaran
pemerintah yang diamanatkan Alquran dan Sunah yaitu pada dakwah dan amar
makruf nahi munkar. Belanja agama juga bahkan dapat menjadi bagian
pemenuhan kebutuhan dasar di bidang spiritual. Belanja pada fungsi agama
terutama pada subfungsi pelayanan juga merupakan kewajiban sosial yang tidak

mampu dipenuhi swasta terutama pada aspek pelayanan pernikahan dan lainnya.



Dengan pelaksanaan fungsi ini, belanja pada fungsi agama juga sekaligus

membantu pelaksanaan kepastian hukum dalam konteks kehidupan umat

beragama. Bapaimana pengeluaran pemerintah pada fungsi agama dan

hubungannya yang berkaitan derat dengan pandangan ekonomi Islam tentang

belanja negara dijelaskan dalam gambar berikut.

Pengeluaran Menurut Fungsi

Pelayanan Umum |

Pertahanan |

Ketertiban dan Keamanan |

Ekonomi |

Lingkungan Hidup |

Perumahan dan Fasilitas Umum [

Keschatan |

Pariwisata I

Pendidikan ]

TN AONNOnnr

Perlindungan Sosial |

Pengeluaran untuk Fungsi yang
Ditugaskan Syariah :

I Pertahanan

» Kepastian Hukum
| Keadilan

»{ Pemenuhan Kebutuhan Dasar

» Dakwah

Agama I——

»| Amar Makruf Nahi Munkar

[ Administrasi Sipil

Kewajiban Sosial yang Tidak
Maimpu Dipenuhi Swasta

Péngcluuré.r.l"aﬁ"tuk Fungsi yang
Diturunkan dart Syariah berdasar
[jtihad Kontemporer

[ Melindungi Lingkungan Hidup I

I Penyediaan Barang Publik |

[\Penelitian 1Imigh |

Pembentukan Modal dan
Pertumbuhan Ekonomi

| Subsidi di Scktor Prioritas |

[ Kebijokan Stabilisasi ]

Pengeluaran untuk Fungsi yang i
Dibebankan Rakyat kepada Pemerintah |
dengan Musyawarzh atau Demokrasi |

Gambar 15 Belanja Pemerintah untuk Fungsi Agama dan Kesesuaiannya

dengan Ekenomi Islam

Sumber: Diolah peneliti dari hasil pembahasan.

Belanja untuk fungsi pendidikan menjadi salah satu belanja terbesar dalam

belanja pemerintah di Indonesia. Belanja pada fungsi ini memiliki kesesuaian
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dengan pengeluaran pemerintah untuk fungsi yang diamanatkan syariah yaitu
pemenuhan kebutuhan dasar dan kewajiban sosial yang tidak mampu dipenuhi
swasta. Pendidikan saat ini merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan seluruh
rakyat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Melalui pendidikan derajat
kehidupan akan meningkat dan keberlanjutan hidup akan terjaga. Oleh karena itu,
pemerintah berperan besar dalam membantu rakyat yang membutuhkan bantuan
sosial untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan yang memadai, minimal pada
pendidikan dasar dan menengah.

Belanja pada fungsi pendidikdan'“juga memiliki kesesuaian dengan
pengeluaran negara dalam Islam/uatuk fungsi yang diturunkan dari syariah
berdasar ijtihad kontemporer yaitu pada subsidi sektor yang diprioritaskan.
Pendidikan merupakan salah satu’bagian penting untuk mencapai tujuan nasional
yaitu mencerdaskan kehidupanbangsa-sehingga pemenulan belanja pada bidang
ini merupakan prioritas pemerintah: Apalagi) capaian pada bidang pendidikan
Indonesia dapat dianggap Belumlahmenggembitakan'jika dibandingkan dengan
sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tentu saja memunculkan
kekhawatiran akan kemampuan bangsa dalam bersaing mengingat kawasan ini
dalam waktu dekat akan makin terkoneksi untuk membentuk satu masyarakat
ekonomi yang menafikan batasan teritorial. Tanpa pendidikan yang kuat, tentunya
akan banyak potensi bangsa yang hilang dan gagal bersaing. Gambar berikut
merangkum hubungan antara pengeluaran untuk pendidikan dengan pandangan

ckonomi Islam tentang belanja negara.
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Pengeluaran untuk Fungsi vang
Ditugaskan Syariah

| Pertahanan

[ Kepastian Hukum

Pengeluaran Menurut Fungsi -
| Keadilan
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Pelay anan Unum |

[ Dakwal
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Ketertiban dan Keamanan | [ Administrasi Sipil
Ty 1 | Kewajiban Sosial vang Tidak
_enomi Mampu Dipenuhi Swasta
Lingkungan Hidup f Pengeluaran untuk Fungst vang
i Diturunkan dari Syariah berdasar
Pcrumahan dan Fasilitas Umum | [jtihad Kontemporer
Keschatan| ! Melindungi Lingkungan Hidup I
— f Penyediaan Barang Publik ] |
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: .=|I Periclitian Himizh |
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Sumber: Diolah peneliti dari hasil pembahasan.

Fungsi terakhir dan belanja negara adalah pada perlindungan sosial.
Fungsi ini dan subfungsi di bawahnya sesuai dengan pengeluaran untuk fungsi
yang ditugaskan syariah yaitu pada pengeluaran untuk kewajiban sosial yang
tidak mampu dipenuhi swasta. Subfungsi pada pelayanan sosial seperti
perlindungan dan pelayanan untuk orang sakit dan cacat, lansia, keluarga
pahlawan, perintis kemerdekaan, pejuang, anak-anak dan keluarga, serta

pemberdayaan perempuan memang menjadi domain perempuan yang akan efektif
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bila dikelola negara. Insentif bagi swasta untuk belanja-belanja tersebut relatif
terbatas mengingat usaha di bidang terkait tidak terlalu menguntungkan. Belanja
untuk fungsi sosial juga merupakan pengeluaran untuk fungsi yang dibebankan
rakyat kepada pemerintah dengan musyawarah atau demokrasi. Hal ini terutama
muncul ketika masyarakat semakin peduli dengan beragam masalah sosial di
lingkungannya sehingga menuntut pemerintah lebih aktif. Hubungan antara
belanja negara untuk perlindungan sosial dan pengeluaran yang sesuai dengan

pandangan ekonomi Islam dijelaskan dalam gambar berikut.
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Gambar 17 Belanja Pémerintalruntuld Fitngsi Pérlindungan Sosial dan
Kesesuaiannya dengan Ekonomi [slam

Sumber: Diolah peneliti dari hasil pembahasan.

Belanja pemerintah juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan

otonomi daerah dan decsentralisasi fiskal dalam bentuk transter ke daerah.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya otonomi daerah dan desentralisasi

fiskal merupakan salah satu amanat reformasi yang lahir akibat luapan

kekecewaan rakyat Indonesia terhadap tiga dasawarsa pemerintahan Orde Baru.

Desentralisasi fiskal scbagai

salah satu instrumen kebijakan Pemerintah
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mempunyai prinsip dan tujuan, antara lain, untuk:'®

mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan pemerintah
daerah (vertical fiscal imbalance) dan antardaerah (horizontal fiscal
imbalance);

meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi
kesenjangan pelayanan publik antardaerah;

meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;

tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan
pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan
adil; dan

mendukung kesinambungan |fiskal 'dalamy’ kebijakan ekonomi makro. Di
samping itu, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
kepada daerah diberikan kewenangan-memungut pajak-(taxing power).

Paparan di atas menunjukkan adanya)transisi kebijakan yang tidak lagi

terpusat di ibukota pemerintalian tetapi ifialai=dilimpahkan ke pemerintah di

daerah dalam skema otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini menandakan

adanya kesesuaian dengan konsep madina dan baladiya yang disinggung dalam

kerangka tcori sebelumnya. Wujud dari desentralisasi fiskal tersebut dalam

anggaran pemerintah Indonesia adalah pada transfer ke daerah. Transfer ke daerah

1% Departemen Keuangan Rl, Nota Kewangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara 2009, hlm. V-1.
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dalam belanja pemerintah ditujukan untuk:'®’

meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kescnjangan fiskal
antara pusat dan daerah, serta antar daerah;

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian
dan penyaluran anggaran transfer ke daerah;

meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi
kesenjangan pelayanan publik antar daerah;

mendukung kesinambungan fiskal nasional;

meningkatkan sinkronisasi antara rencana- pembangunan nasional dengan
pembangunan daerah;

meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar,
dan terdepan: dan

meningkatkan pelaksanaany pemantavangsdan-evaluasi~terhadap jenis dana
transfer tertentu guna meningkatkan kualitas belanja daerah.

Dengan melihat latar, belakang oténomitdaerah dan desentralisasi fiskal

ini, maka dapat disimpulkan bahwa transfer pecmerintah untuk daerah merupakan

pengeluaran yang sesuai dengan fungsi yang dituntut rakyat dari pemernntahnya

melalui mekanisme musyawarah, konsultasi, atau demokrasi. Tuntutan rakyat

akan penggunaan hasil sumber daya alam mewujud dalam dana bagi hasil yang

jumlahnya sangat tergantung pada kapasitas sumber daya di suatu daerah. Daerah

kaya sumber daya akan pula memiliki dana bagi hasil yang besar. Sebaliknya,

16% K ementerian Keuangan R1, Note Keuungan dan RAPBN 2014, (Jakarta: Kementerian

Keuvangan RI, 2014), hlm. V-2.
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dacrah yang minim sumber daya alam, harus rela mendapatkan bagi hasil yang
terbatas.

Dana alokasi umum yang bersifat block grant dan dana alokasi khusus
yang bersifat specific grant selanjutnya dijadikan salah satu mekanisme
pemerataan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di berbagai daerah. Daerah
dengan penduduk yang lebih besar tentunya membutuhkan lebih banyak dana
pembangunan sehingga alokasi dari kedua sumber ini pun lebih besar. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia
yang terwujud dalam belanja penferintah’dalam bentuk transfer ke daerah telah
scsuat dengan prinsip belanja yang diajarkan dalam Islam yaitu melaksanakan
fungsi pemerintah yang scsual dengan kehendak rakyatnya.

Meskipun secara umum pengeluaran pemerintah di Indonesia telah sesuai
dengan ajaran  Islam,, namun « sejumlah=pengembangan—masih layak untuk
dikemukakan, Pengeluaran pemerintah selama ini diprioritaskan pada fungsi
pelayanan umum. pendidikan, damekoneniiyang mepandakan bahwa ketiganya
dinilai sebagai kebutuhan yang bersifat dariirT dalam konteks ekonomi nasional
di Indonesia. Hal ini tentu saja berbeda dengan pandangan umum dalam ekonomi
Islam yang memposisikan belanja pertahanan sebagai kebutuhan paling utama.
Alasan mengapa pemerintah lebih mengutamakan belanja untuk tiga fungsi di atas
dan bukan fungsi keamanan sccara umum dapat diterima mengingat kondisi
kehidupan bernegara yang rclatif lebih aman dan stabil dibandingkan misalnya di
masa awal kemerdekaan.

Dominasi pengeluaran pemerintah pada tiga fungsi yaitu pelayanan
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umum, pendidikan, dan ekonomi adalah karena ketiganya dianggap sebagai
fungsi terpenting untuk menjamin tercapainya tujuan nasional. Namun demikian,
dari sejumlah pengalaman yang terjadi, belanja di ketiga fungsi ini terbukti belum
mampu memberikan dampak yang signifikan jika dikaitkan dengan pencapaian
tyjuan nasional. Poin utama tujuan nasional “untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa™ nampak masih sulit dicapai jika
sejumlah indikator ekonomi dan pendidikan digunakan.

Salah satu penyebab mengapa pengeluaran pemerintah yang sedemikian
besar belum mampu menjadi solusydi masd 0tonomi daerah dan desentralisasi ini
adalah maraknya praktek korupsi dalam pemerintahan. Pengeluaran pemerintah
yang besar banyak tersedot untuk belanja pggawai dan subsidi yang sangat
potensial menjadi sarang Korupsi: Beldnja pegawai yang tinggi pada awalnya
memang dimaksudkan, untuk, meningkatkean deinerja, namun fakta menunjukkan
kepuasan masyarakat terhadap aparat pemerintalutidak berbanding lurus dengan
peningkatan belanja pegawaidarpenmunjangnyacSelain, itu sistem politik di masa
desentralisasi yang ditandai dengan pemilithan kepala daerah secara langsung juga
berpotensi menjadi pintu masuknya inefisiensi pengeluaran pemerintah. Biaya
tinggi dalam pemilihan umum di daerah seringkali dirujuk scbagai sebab
meluasnya korupsi di dacrah.

Indikatornya dapat dengan jelas dilihat dari banyaknya kepala daerah yang
terjerat korupsi. Selama sebelas tahun, Komist Pemberantasan Korupsi (KPK)
telah menjerat scbanyak 56 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, wakil

gubernur, walikota. bupati dan wakil bupati dengan kasus berkaitan
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penyalahgunaan wewenang, baik dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah
ataupun penyalahgunaan terkait perizinan serta kasus penyuapan.'” Angka ini
menunjukkan bahwa setidaknya lima kepala daerah tersangkut kasus korupsi
setiap tahun. Jumlah tersebut belum termasuk pejabat berwenang di tingkat daerah
maupun pusat yang tersangkut korupsi dan ditangani oleh KPK maupun
Kejaksaan, Dengan demikian, korupsi sebagai salah satu ekses negatif
desentralisasi fiskal menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan pembangunan
nasional.

Seiring dengan korupsi, péngeloldan pemerintahan di masa desentralisasi
Jjuga menunjukkan gambaran yang Kurang meénggembirakan. Masa Reformasi
yang menjadi penanda desentralisasi fiskal belum mampu mengatasi masalah
krusial seperti korupsi, kolusi, damnepotisine|yang awalnya menjadi target untuk
diselesatkan. Jika dihitung,dari indikater-tatarpemerintahan-yang baik versi Bank
Dunia misalnya, pemerintahan Reformasislebih baik dari Orde Baru dalam hal
kebebasan berbicara dan akuntabilitas Goiceandaceomtability), stabilitas politik
dan ketiadaan konflik (political stability and absence of violence), dan efektifitas
pemerintahan (government effectiveness). Sedangkan pada aspek lainnya seperti

kualitas perundangan (regulatory quality), penegakkan hukum (rule of law), dan

170 Detiknews, “Selama 11 Tahun, Ada 56 Kepala Daerah vang Terjerat Kasus Korupsi
di KPK”, Artikel berita Kamis 6 Agustus 2015 diakses dari
http:/news.detik.com/berita/2984630/selama- | 1-tahun-ada-56-kepala-daerah- yang-terjerat-
kasus-korupsi-di-kpk/ pada 7 Agustus 2015.




pengendalian korupsi (contro! of corruption) Reformasi tidak lebil baik
dibandingkan Orde Baru.'”!

Kondisi di atas tentu layak menjadi perhatian dalam pengembangan
desentralisasi fiskal di masa mendatang. Tidak semata kesesuaian dengan ajaran
agama atau aturan pemerintahan saja di sisi alokasi, tetapi pemanfaatan dana
sesuai dengan alokasi secara bertanggung jawab juga menjadi keharusan. Dari
sini fungsi kontrol yang lebih efektif dan melibatkan masyarakat menjadi salah
satu alternatif solusi mengatasi masifnya korupsi yang merusak tujuan mulia
desentralisasi. Dari aspek kajian ekonomi Islam, tantangan baru muncul untuk
memperkuat kontribusi pada aspek pengawasan ini agar ckonomi Islam dapat
berkontribusi dalam mengawal bangsa Indonesia di bidang otonomi dacrah dan

desentralisasi fiskal.

7 World Bank, Worldwide  Governance  Indicators,  diakses  dari
http://info. worldbank.org/governange/wei/index.aspx#home pada 4 Mei 2013,




BAB YV
PENUTUP

A. Simpulan Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di Indonesia
selama tahun 2005 hingga 2013 dapat dikategorikan berdasarkan jenis,
berdasarkan fungsi dan transfer ke daerah. Pengeluaran pemerintah berdasarkan
jenis sudah sesuai dengan belz;nja pemerintah dalam ekonomi Islam yang
diperuntukkan untuk memenuhi tugas-tugas negara baik yang diatur oleh syariah,
yang merupakan hasil ijtihad kontemporery®dan; juga yang merupakan kehendak
rakyat sesuai dengan prinsip musyawarah. Perigeluaran pemerintah berdasarkan
fungsi juga telah scsuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang diajarkan [slam
untuk memenuhi fungsi negara yang secara t¢gas discbutkan syariah. fungsi yang
dianjurkan syariah melalui hasil ijtihad sgsuai petkembangan zaman dan fungsi
yang dituntut oleh masyarakat (kepada “pcmeriatah mclalui  mekanisme
musyawarah atau demokrasi.

Pengeluaran pemerintah untuk transfer ke daerah juga memenuhi kategori
pengeluaran yang diajarkan Islam untuk fungsi yang dituntut oleh masyarakat
kepada pemerintah melalui mekanisme musyawarah atau demokrasi. Pengeluaran
pemertntah dalam bentuk transfer ke dacrah yang berbentuk dana alokasi umum
(block grant) dan dana alokasi khusus (specific grant) yang menjadi mekanisme
pemecrataan juga sesuai dengan kerangka teori tentang desentralisasi fiskal dalam

Islam yang terjadi scbagai konskuensi luasnya wilayah Indonesia.



Catatan khusus dapat diberikan terkait pembayaran bunga utang luar
negeri sebagai salah satu pengeluaran pemerintah berdasarkan jenis. Utang luar
negeri pada dasammya merupakan sumber pembiayaan defisit negara yang lazim
digunakan dalam perekonomian, namum dianjurkan untuk dihindari dalam
ekonomi Islam. Artinya pemerintah harus didorong untuk menghindarinya dan
Jika pun terpaksa berutang haruslah dalam jumlah yang tidak membebani
keuangan negara. Mengingat utang luar negeri telah menjadi bagian dari
pembiayaan defisit negara, maka pemerintah memiliki tugas untuk membayar
pokok dan bunga utang tersebut.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masth terdapat banyak celah yang
membuat kesesuaian dengan ekonomi Islam pada pengeluaran pemerintah belum
sepenuhnya memberi manfaat pada-pencapaian/tujuan nasional Indonesia. Celah
dimaksud terutama pada,_kasus korupsi.yang terjadi dengan intensitas yang

semakin meluas di masa desentralisasi.

B. Saran

Sebagaimana disebutkan dalam simpulan, penelitian menunjukkan adanya
celah korupsi yang membuat pengeluaran pemerintah belum sepenuhnya
membantu pencapaian tujuan nasional Indonesia. Untuk itu penelitian ini
menyarankan pengembangan pengeluaran pemerintah dan pengawasannya untuk
mencapal tujuan nasional tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menyarankan
pengembangan kajian akademik dari sisi ekonomi Islam pada pengawasan

pengeluaran pemerintah yang lebih efektif.
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Penelitian ini menunjukkan masih terbukanya ruang untuk kajian-kajian
ekonomi Islam dengan orientasi yang tidak semata pada aspek perbankan dan
keuangan sebagaimana saat ini banyak berkembang. Oleh karenanya penelitian
ini juga mengarahkan penelitian lanjutan pada aspek kebijakan fiskal yang belum
digali dalam konteks Indonesia untuk dikaji berdasarkan ajaran Islam seperti
sumber pendapatan berupa utang dan peruntukannya, penggunaan pendapatan
daerah untuk kewajiban sosial, serta mengatasi ketergantungan terhadap sumber

pendapatan berbasis sumber daya alam.
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